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MUH. ARIL SURYA ANANDA, B111 10 034, Tinjauan Hukum 
Kewenangan Pengawasan Internal Antara Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., 
M.H.  selaku pembimbing I dan Kasman Abdullah, S.H., M.H. selaku 
pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengawasan 
internal antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. Serta koordinasi pengawasan 
internal antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan teoritis dan case study. Teknik pengumpulan data berupa 
penelitian kepustakaan (literature research) dan penelitian lapangan (field 
research). Data dilengkapi dengan data primer dari analisis kepustakaan 
dan normatif, dan data sekunder dari data yang diperoleh di lokasi 
penelitian, berupa: hasil wawancara dan data Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemeintah (LAKIP) yang dikaji dengan metode analisis kualitatif 
berbasis paradigma hukum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan 
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan internal 
antara Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
secara hukum sama apabila ditinjau dari kedudukan hirarkis 
ketatanegaraan, objek pengawasan, dan program kerja pengawasan. 
Dasar hukum keduanya tidak dimuat dalam satu keteraturan yang sama 
sehingga riskan terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih. Prinsip 
koordinasi keduanya tidak dilakukan dalam hal investigasi melainkan 
bersifat limitatif yang meliputi: (a) Koordinasi dalam Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), (b) Pengembangan 
Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Sulawesi 
Selatan, (c) Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 







MUH. ARIL SURYA ANANDA, B111 10 034, Law Analysis of Internal 
Governmental Controll Authority Between Financial and 
Development Supervisory Agency (BPKP) and Inspectorate Of South 
Sulawesi Province. (Is guided by Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. 
as First Adviser and Kasman Abdullah, S.H., M.H. as Second 
Adviser).  
This reaserch is aimed to know internal governmental controll authority 
between Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and 
Inspectorate Of South Sulawesi Province. Also the internal controll 
coordination between Financial and Development Supervisory Agency 
(BPKP) and Inspectorate Of South Sulawesi Province.  
The research method is a qualitative research with theoritical approach 
and case study. The Data Collection Techniques has categorized by 
literature research and field research. The data has collected by a primary 
data with literature and normative analitical and a secondary data has 
included by the data of Internal Government Implementation Accountability 
Report (LAKIP) which analyzed by a qualitative analitical based on legal 
paradigms. This research has been conducted in Financial and 
Development Supervisory Agency (BPKP) and Inspectorate of South 
Sulawesi.  
This research had been showing that an internal governmental controll 
between a representative of BPKP and Inspectorate of South Sulawesi 
Province legally same which had analyzed by  the position of constitutional 
hierarchical, an controlling object, a works controll program. Both of legal 
standing isn't loaded in the same rules that are prone overlapping 
authority. Both of the Coordination principal isn't conducted on 
investigation field rather than limitedly including: (a) Evaluation of the 
Implementation Coordination in the Local Government (EPPD), (b) The 
Development of Internal Governmental Apparatus Control (APIP) , (c) The 
controlling of Implementation of Internal Governmental Controlling System 
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A. Latar Belakang 
Reformasi struktural ketatanegaraan di Indonesia sekitar satu 
dasawarsa lalu telah memproklamirkan adanya desain dan konsepsi 
terbaru demi terciptanya tujuan bernegara. Salah satu pembaharuan 
penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan bergesernya paham negara 
kesatuan yang bersifat sentralistik ke desentralisasi. Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah 
propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah1. 
Pengakuan atas adanya pemerintahan daerah merupakan sebuah 
konsekuensi logis atas penerapan konsep otonomi daerah dimana 
memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga 
daerahnya secara otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dasar hukum tentang eksistensi pemerintahan daerah telah 
termaktub dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Variabilitas yang tinggi antar daerah dan kondisi geografis yang 
terdiri dari beribu-ribu pulau sangat tidak realistis apabila negara 
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 Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 
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Indonesia dikelola secara sentralistik. Otonomi daerah merupakan 
reformasi konseptual penyelenggaraan pemerintahan yang hendak 
mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi 
di daerah. Secara teoritik, terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat 
generik dalam institusi pemerintahan daerah, yakni: urusan pemerintahan, 
kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan 
publik, dan pengawasan2. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Pengawasan merupakan aspek terpenting dalam menilai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wujud penyelenggaraan tersebut 
dapat dilihat dari penerapan Sistem Pengendalian Internal  Pemerintah 
(SPIP) yang mencakup pengawasan dan pembinaan internal pemerintah 
dimana keduanya merupakan bagian tak terpisahkan. SPIP merupakan 
konsep yang secara yuridis ditawarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 
60 Tahun 2008. Adapun ruang lingkup SPIP meliputi keseluruhan 
penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 
pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta 
efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara 
andal, mengamankan aset negara, mendorong ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembinaan diartikan tentang 
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Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta:Kemendagri, 2011),2. 
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pemberian pedoman tata kelola pemerintahan yang efisien dalam 
penganggaran dan efektif dalam pelaksanaan. 
Pengawasan pemerintahan secara struktural kelembagaan terdiri 
atas pengawas internal dan eksternal pemerintah. Pengawasan internal 
adalah pengawasan terhadap internal instansi pemerintahan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, 
Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, sedangkan 
pengawasan eksternal adalah pengawasan independen yang 
dilaksanakan oleh lembaga eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. 
Pengawasan merupakan hal yang paling esensial dalam menilai 
kewajaran penyelenggaran pemerintah yang disesuaikan terhadap 
anggaran yang dikeluarkan. 
Inkonsistensi pengawasan internal pemerintah dapat dilihat dari 
sinergi lembaga pengawasan internal, efektifitas pengawasan eksternal, 
pengawasan sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat 
(built in control). Pengawasan diartikan adanya kecenderungan 
penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana adagium dari Lord Acton yang 
menyatakan bahwa “power tends to corrupt and absolute power will 
corrupt absolutely”3 Untuk mencegah hal tersebut maka konsistensi 
elemen-elemen pengawasan merupakan hal yang harus diterapkan untuk 
menghasilkan pemerintahan yang bersih. 
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Sinergisitas lembaga pengawasan internal merupakan proses yang 
sangat penting dalam menilai akurasi anggaran dan efektifitas 
pelaksanaannya oleh pemerintah secara akuntabel dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Lembaga pengawas internal yang berlapis-lapis 
diharapkan memberikan bentuk pengawasan yang kuat dan ketat dalam 
sendi-sendi pemerintah. Tetapi, adanya ketidakjelasan kedudukan, 
kewenangan dan bentuk koordinasi antar lembaga pengawas internal 
dalam peraturan perundang-undangan mengindikasikan pengawasan 
yang secara hirarkis sangat berlapis-lapis justru akan menimbulkan 
pengaburan dan stagnansi atas hasil pengawasan internal pemerintah. 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan 
bertanggung-jawab atas penyelenggaraan teknokratik mengharapkan 
adanya keakuratan hasil pengawasan internal mulai dari pemerintahan 
pusat hingga daerah. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan di daerah propinsi juga bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Wujud pertanggungjawaban 
Presiden/Gubernur ketika pelaporan penggunaan anggaran negara 
kepada DPR/DPRD sehingga pengawasan internal mulai tahap 
perencanaan hingga pertanggungjawaban pengeluaran APBN/APBD 
harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. 
Pengawasan internal di pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 
BPKP dan Inspektorat propinsi. BPKP pada hakikatnya memiliki kewajiban 
pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan 
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Inspektorat yang hanya mengawasi satu sektoral saja yakni pemerintah 
propinsi. Hal ini tidak berarti bahwa pengawasan keduanya dilaksanakan 
secara parsial tetapi secara koordinatif. Mengingat bentuk pelaporan dan 
pertanggungjawaban keduanya diserahkan kepada kepala daerah, dalam 
hal ini Gubernur. Mekanisme ganda yang berbeda (Fallacy of double 
mechanism) akan terjadi ketika kedua pengawas internal tersebut berjalan 
sendiri-sendiri dan memungkinkan akurasi dan hasil pengawasannyapun 
bisa berbeda, saling mengaburkan, bahkan tidak akurat. 
Hasil pengawasan internal pemerintah yang diserahkan oleh BPKP 
dan Inspektorat kepada Presiden (pusat) dan Gubernur/Bupati (daerah), 
kemudian dilaporkan kepada pengawas eksternal, yakni BPK. 
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK pada semester II Tahun 2012 yang 
dibuat pada bulan Maret tahun 2013, dimana BPK telah memeriksa 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 520 LKPD dari 
524 LKPD keseluruhan. Laporan Keuangan menunjukkan adanya 1.427 
kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan naik dari 
1.306 kasus pada tahun 2011. Hasil temuan BPK pada tahun 2012 terdiri 
atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan sebanyak 642 kasus, kelemahan sistem 
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 
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469 kasus, kelemahan struktur pengendalian internal sebanyak 316 
kasus4. 
Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPK juga membuktikan 
bahwa terdapat 1.871 kasus pengelolaan keuangan negara dengan tidak 
berbasis pada peraturan perundang-undangan yang merugikan negara 
sekitar Rp 1,17 triliun. Angka tersebut naik dari hasil pemeriksaan BPK 
pada tahun 2011 yang hanya mendapatkan 1.651 kasus senilai Rp 1,13 
triliun.  
Laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2012 dapat dirincikan 
sebagai berikut: (1) Kerugian daerah/Perusahaan sebanyak 578 kasus 
senilai Rp 390,33 juta (2) Potensi Kerugian daerah/Perusahaan sebanyak 
103 kasus senilai Rp 295,7 juta (3) Kekurangan penerimaan sebanyak 
299 kasus senilai Rp 131,93 juta (4) Administrasi sebanyak 693 kasus dan 
tidak menimbulkan kerugian negara (5) Ketidakhematan sebanyak 85 
kasus senilai Rp 58,39 juta (6) Ketidakefektifan sebanyak 113 kasus 
senilai Rp 295,56 juta5. 
Peningkatan angka instabilitas sistem pengawasan internal 
pemerintah dan tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan 
dari tahun 2011 yang hanya 1.306 kasus menjadi 1.427 kasus dan 1.651 
kasus senilai Rp 1,13 triliun menjadi 1.871 kasus senilai Rp 1,17 triliun 
membuktikan bahwa kurang optimalnya lembaga pengawas internal 
                                                          
4
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pemerintah dalam memberikan pengawasan demi terciptanya 
pemerintahan yang efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Salah satu faktor utama ketidakoptimalan tersebut disebabkan karena 
tidak jelasnya prinsip koordinasi antar lembaga pengawas internal 
pemerintah. Mekanisme uncheck and unbalances akan tercipta ketika 
koordinasi antar sebuah lembaga tidak berjalan optimal sehingga fungsi 
pemerintah bahkan akan mengalami stagnansi. 
Kewenangan antara BPKP dan Inspektorat pada dasarnya tidak 
dijelaskan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. 
BPKP memiliki kewenangan pengawasan yang bersifat lintas sektoral 
sedangkan Inspektorat melakukan pengawasan internal terhadap kinerja 
pemerintah. Permasalahan yang timbul kemudian adalah koordinasi 
secara langsung antara BPKP dan Inspektorat yang tidak dijelaskan 
secara tegas satupun dalam peraturan perundang-undangan. 
Padahal BPKP dan Inspektorat memiliki fungsi koordinasi antar 
lembaga pengawas internal  sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan 
Presiden No.31 tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan yang menyatakan, bahwa BPKP mempunyai fungsi 
melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan oleh aparat pengawasan di Departemen dan Instansi 
Pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah6. Selain itu, 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang 
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Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan 
Kabupaten/Kota menyatakan bahwa, Inspektorat propinsi dan 
kabupaten/kota melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian 
rencana dan program kerja pengawasan7 
Fenomena-fenomena kerugian negara atas instabilitas SPIP juga 
secara khusus terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2012 
menyatakan bahwa terdapat 32 kasus Kelemahan SPIP dan 24 kasus 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan8. Selain itu, 
sebanyak 16 kabupaten/kota mendapat predikat Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP), 6 kabupaten/kota mendapat predikat Tidak 
Memberikan Pendapat (TMP), dan hanya 3 kabupaten/kota yang 
memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)9. Akuntabilitas 
Laporan Keuangan merupakan indikator utama dalam keberhasilan 
pengendalian internal pemerintah. 
 Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas Penulis tertarik untuk 
membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum 
Kewenangan Pengawasan Internal Pemerintah Antara Badan 
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8
 Badan Pemeriksa Keuangan, loc.cit Hlm. 92-98 
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 Ibid Hlm.72.  Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan pemerintah terbagi 
atas 3 macam yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP), TMP (Tidak Memberikan Opini) 
dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). WDP berarti Laporan keuangan dibuat secara 
wajar tetapi terdapat beberapa pengecualian atau permasalahan, TMP berarti laporan 
tidak wajar dan BPK menolak untuk memberikan pendapat, dan WTP berarti Laporan 
dibuat secara wajar dan diterima oleh BPK. 
9 
 
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat 
di Propinsi Sulawesi Selatan. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan judul yang dinyatakan sebelumnya, maka Penulis 
memfokuskan pembahasan pada dua rumusan masalah, sebagai berikut: 
1. Bagaimana kewenangan pengawasan internal pemerintah antara 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 
Inspektorat di Propinsi Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimanakah koordinasi pengawasan internal pemerintah antara 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 
Inspektorat di Propinsi Sulawesi Selatan? 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 Adapun tujuan penulis berdasarkan rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan internal pemerintah 
antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
dan Inspektorat di Propinsi Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui koordinasi pengawasan internal pemerintah 
antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
dan Inspektorat di Propinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini, yakni: 
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1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi indikator utama dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan dalam lingkup internal 
pemerintah. Aparat pengawas internal yang sangat berlapis-lapis 
diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sehingga terjadi mekanisme 
hubungan kelembagaan yang kondusif. 
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan 
dalam memandang wujud pengelolaan keuangan negara oleh 
pemerintah sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada publik 
sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya. Masyarakat  dapat 
mengetahui proses dan mekanisme pengelolaan uang negara 
hingga pada tahapan pengawasan oleh pemerintah sebagai 
pengelola anggaran. 
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan 
kepustakaan tambahan dalam mengkaji permasalahan terkait 
dengan ruang lingkup pengawasan internal pemerintah, khususnya 






A. Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintah 
1. Konsep Dasar Kewenangan Pemerintah 
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian 
awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat 
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya 
keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.10 Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara pada dasarnya memberikan istilah “kekuasaan” dan 
“wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena 
dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi 
pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Begitu 
pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G 
Teenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara11. 
Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa perbedaan antara 
kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk 
mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan sebagai kekuasaan, 
sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau 
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kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan 
dari masyarakat12.Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan 
atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Dengan kata lain setiap 
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan haruslah mendapatkan 
legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang 
wewenang, sebagai berikut: (1) Hak dan kekuasaan bertindak, (2) 
Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung 
jawab kepada orang lain, dan (3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. 
Sedangkan kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 
melakukan sesuatu serta hal yang berwenang. Selain itu, Kekuasaan 
memiliki arti: 
a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya). 
b. Kemampuan, kesanggupan 
c. Daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai 
d. Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau 
golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau 
kekuasaan fisik 
e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta 
mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.13 
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Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum wewenang 
memiliki terminologi berbeda dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan 
hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam 
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en 
plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (Zelfregelen) dan 
mengelola sendiri (Zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelanggarakan pemerintahan sebagaimana 
mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan 
dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara14. 
Kekuasaan seringkali dipandang sebagai hubungan antara dua 
atau lebih kesatuan, sehingga kekuasaan dianggap mempunyai sifat yang 
rasional. Karenanya perlu dibedakan antara Scope Power dan Domain of 
Power . Scope Power atau ruang lingkup kekuasaan menunjukkan kepada 
kegiatan, tingkah laku, serta sikap atau keputusan-keputusan yang 
menjadi objek dari kekuasaan. Sementara istilah Domain of Power adalah 
jangkauan kekuasaan, menuju kepada pelaku, kelompok atau kolektifitas 
yang terkena kekuasaan. 
Wewenang dalam bahasa inggris disebut authority. Kewenangan 
adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melaksanakan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Mirriam Budiharjo, kewenangan 
adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain 
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sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai keinginan dari 
pelaku yang mempunyai kekuasaan15.  
Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” 
dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. 
Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai  
Legal power; a right to command or to act; the right and power of public 
officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of 
their public duties. 
(Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk 
memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk 
mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik)16 
 
Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan 
penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”. Bevoegdheid 
merupakan istilah Hukum Belanda. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam 
konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu 
digunakan dalam konsep hukum publik17 
S.F. Marbun menegaskan bahwa wewenang mengandung arti 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, secara yuridis 
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang 
berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian 
wewenang pemerintah memiliki sifat-sifat antara lain: (a) Express implied, 
(b) jelas maksud dan tujuannya, (c) terikat pada waktu tertentu, (d) tunduk 




 Henry Campbell Black, Black’S Law Dictionary, (West Publishing, 1990),133 
17
 Phillipus M. Hadjon, 1997. Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, 
Sep-Des 1997 (Philipus M. Hadjon III), 1. 
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pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, dan (e) isi 
wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit18 
H.D. Stout memberikan definisi tentang wewenang, yakni: 
Bevoegheid is een begrip uit het bestuutrlijke organisatierch, 
watkan worden omschereven als het geheel van regels dat 
betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van 
bestuursrechtelijke bevoegdhehden door publiekrechtelijke 
rechtssubjecten in het bestuurstechtelijke rechveerkeer. 
(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di 
dalam hubungan hukum publik)19. 
 
P.Nicholai, dalam pandangannya tentang kewenangan mengatakan 
bahwa: 
Het Vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen 
(handelingan die op rech rechtsgevolog gericht zijn en dus ertoe 
strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of tenieet gaan).Een 
recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde 
feiteelijke handeling te verichten of na te laten, of de (rechtens 
gegeven) aanspraakop het verrichten van een handeling door een 
ander. Een plicht impliceert een verpelichting om een bepaalde 
handeling te verichten of n ate laten 
(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, (yaitu 
tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat 
hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat 
hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat 
keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 
tertentu)20 
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Max Weber menyatakan bahwa wewenang adalah suatu hak yang 
telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan 
kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai 
persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan 
pertentangan-pertentangan21. 
 Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles 
menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang 
berkonstruksi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para 
penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan 
kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber 
kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri dibawah hukum. 
Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya. Plato, yang 
meletakkan pengetahuan sebagau sumber kekuasaan. Karena menurut 
Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke 
pengenalan yang benar. 
Terminologi kewenangan pada esensinya selain berkaitan dengan 
kekuasaan. Kewenangan juga sering diidentikkan dengan tugas, fungsi, 
dan wewenang. Istilah-istilah tersebut sering dipakai secara 
interchangeable atau saling dipertukarkan, sehigga kadang-kadang 
menjadi tidak jelas artinya. Harjono mengemukakan bahwa fungsi 
mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Tuga lebih tepat 
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 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta:Rajawali Pers, 1987) 
sebagaimana dikutip Yasmin Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana 
(Bandung:Widya Padjadjaran, 2009), Hlm. 205 
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digunakan untuk menyebut aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi 
terlaksana. Fungsi memerlukan banyak aktivitas agar fungsi dapat 
terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari 
sebuah fungsi yang sifatnya kedalam. Tugas selain mempunyai aspek 
kedalam juga memiliki aspek keluar. Aspek keluar dari tugas adalah 
wewenang.22  
Kata tugas tidak dapat dipisahkan dari wewenang, sehingga sering 
digunakan secara bersama-sama yaitu tugas dan wewenang. Dikatakan 
lebih jauh bahwa dengan dinyatakannya satu lembaga mempunyai 
wewenang, timbullah akibat yang sifatnya kategorial dan ekslusif.23 
Kategorial dikatakan sebagai unsur yang membedakan antara lembaga 
yang mempunyai wewenang dengan yang tidak mempunyai wewenang, 
sedangkan eksklusif  diartikan bahwa lembaga-lembaga yang tidak 
disebut merupakan lembaga yang tidak berwenang. Perbedaan tafsir atas 
kewenangan yang diberikan dalam aturan perundang-undangan oleh 
lembaga negara yang berbeda demikian dapat melahirkan sengketa 
kewenangan yang merupakan perselisihan atau perbedaan pendapat 
yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua lembaga 
negara atau lebih. 
  
                                                          
22
 Firmansyah dkk, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga 
Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) cet 1, 2005 ,19. 
23
 Ibid, hlm 14. 
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2. Dasar-Dasar Kewenangan Pemerintahan 
Kewenangan pemerintah memiliki legalitas ketika ditentukan secara 
komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang yang 
diperoleh secara hukum merupakan legalitas formal, artinya yang 
memberi legitimasi terhadap tindak pemerintahan, maka dikatakan bahwa 
substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang 
yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang meletakkan peraturan perundang-undangan 
sebagai sumber dan dasar-dasar kewenangan. Oleh karena itu, dalam 
menjabarkan tentang dasar-dasar wewenang pemerintah pada asasnya 
memiliki korelasi dengan asas legalitas. 
Asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van 
wetmatigheis van bestuur) merupakan salah satu prinsip utma yang 
dijadikan yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara, 
khususnya negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi 
mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan 
semua ketentuan yang mengikat warga negara harus di dasarkan pada 
undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan dasar utama 
dalam kewenangan pemerintah.24 
Penerapan asas legalitas ini menurut Indroharto akan menunjang 
berlakunya kepastian dan persamaan hukum. Kepastian hukum akan 
terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan 
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 Sadijono, op.cit. Hlm.55 
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dilakukan oleh pemerintah itu dapat diperkirakan lebih dahulu dengan 
melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada 
asasnya dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat 
pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan persamaan perlakuan terjadi 
karena setiap orang yang berada dalam situasi sebagaimana yang 
ditentkan dalam undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk 
berbuat seperti apa yang ditentukan sehingga memberikan jaminan 
kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.25 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada 
dasarnya bersifat variatif dan hirarkis. Adapun jenis dan tata urutan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden 
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota26 
Jenis peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar 
hukum dari sebuah kewenangan yang dilekatkan kepada pejabat atau 
badan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sehingga 
kewenangannya dikatakan legal ketika berasal dari peraturan tersebut. 
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 Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Buku I. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2004),  83-84 
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3. Cara Memperoleh Kewenangan Pemerintahan 
Pilar utama negara hukum adalah asas legalitas (legaliteitsbeginsel 
atau het beginsel van wetmatigheis van bestuur), berdasarkan prinsip ini 
tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan 
perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah 
peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 
tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 
H.D Van Wijk/Williem Konijnenbelt mendefinisikan sumber dan 
wewenang pemerintah tersebut sebagai berikut: 
a. Attributie : toekening van een besturrsbevoegheid door een 
wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian 
wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada 
organ pemerintah. 
b. Delegatie : Overdracht van een bevoegheid van het ene 
bestuursorgaan aan een ander (delegasi adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya) 
c. Mandaat : een bestuursorgan laat ijn bevoegheid namens hem 
uitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintah 
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 
namanya)27 
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 HR Ridwan. Op.Cit Hlm. 104-105 
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Van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeenk menyebutkan bahwa 
hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu 
atribusi dan delegasi. “Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang 
baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah 
ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif 
kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh 
atribusi). Sedangkat mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan 
wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak 
terjadi pelimpahan-pelimpahan wewenang apapun (setidak-tidaknya 
dalam arti yuridis formal). Yang ada hanya hubungan internal, sebagai 
contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan 
melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas 
nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab 
tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara 
faktual, menteri secara yuridis28. 
Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan Algemene 
Bepalingen Van Administratif Recht adalah sebagai berikut: 
“Van attributie van bevoegheid kan worden gesprkon wanner de 
wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegheid aan een bepaald 
organ toekent” 
(Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti 
material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu) 
“Te verstaan de overdracht van die bevoegheid door het 
bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander orgaan, 
dat de overgedragen bevoegheid als eigen bevoegheid zal 
uitoefenen” 
                                                          
28
 Ibid Hlm. 105-106 
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(Delegasi Berarti pelimpahan wewenang, kepada organ lainnya, 
yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu 
sebagai wewenangnya sendiri) 
Pengertian mandat dalam Algemene wet Bestuusrecht (Awb), 
yakni: 
Het Door een bestursorgaan aan een ander verlenen van de 
bevoegheid in zijn naam besluiten te nemen (pemberian wewenang 
oleh organ pemerintah kepada organ lainnya untuk mengambil 
keputusan atas namanya) 
Ridwan HR menyatakan bahwa wewenang yang diperoleh secara 
atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. 
Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara 
langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang baru atau 
memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intend 
an ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya 
berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada 
penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari 
pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab secara 
yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih 
pada penerima delegasi (delegataris). Sementara itu, para mandat, 
penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama 
pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang 
diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada 
dasarnya, penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi mandat29. 
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 Ibid Hlm.108 
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B. Keuangan Negara 
1. Gambaran Umum Tentang Keuangan Negara 
 Pelaksanaan atas kebijakan pemerintahan pada dasarnya 
bermuara kepada tercapainya tujuan bernegara. Alinea keempat 
Pembukaan UUD NRI 1945, telah menjelaskan tujuan yang sangat 
substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia 
yakni: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Keseluruhan tujuan tersebut sesungguhnya tidak akan tercipta apabila 
tidak didukung dengan konsep pembiayaan atau anggaran yang baik 
dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Keuangan negara merupakan 
aspek urgentif dalam efektifitas penyelenggaran pemerintahan. 
 Pengelolaan keuangan negara yang bertanggungjawab merupakan 
aspek utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau 
Good Governance. Keuangan negara secara yuridis telah diatur dalam 
Pasal 23 UUD NRI 1945. Adapun pengelolaannya secara luas dinyatakan 
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 
yakni:  
“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 
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yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban tersebut30” 
 Terminologi mengenai keuangan negara juga dikenal dalam 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk 
apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya 
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang 
timbul karena: 
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. 
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, 
badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak 
ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara31” 
Pengaturan secara spesifik mengenai keuangan negara 
sesungguhnya merupakan bagian integral demi tercapainya pemerintahan 
yang baik (good governance) , sehingga pengelolaan mengenai keuangan 
negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan 
bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan.  
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 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
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 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 




Asas-asas pengelolaan keuangan negara bukan merupakan kaidah 
hukum/norma hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, kecuali hanya mempunyai kekuatan moral yang boleh dijadikan 
pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa asas 
sebelumnya dapat diintegrasikan secara implementatif terhadap beberapa 
asas pengelolaan keuangan negara terbaru pasca Undang-Undang No.17 
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, diantaranya: 
1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan 
negara. 
3. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian 
berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas 
yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
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pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas 
dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan 
negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun32 
Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari 
pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah 
keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan 
kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban33. Keuangan negara 
pada esensinya memiliki cakupan yang sangat luas, limitasi mengenai 
ruang lingkup dari keuangan negara merupakan hal penting dalam 
mencapai kepastian hukum.  
Adapun ruang lingkup dari keuangan negara, meliputi: 
1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga 
3. Penerimaan Negara 
4. Pengeluaran Negara 
5. Penerimaan Daerah 
6. Pengeluaran Daerah 
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah 
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 Ibid, Hlm. 22-23 
33
 Ibid, Hlm. 21 
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8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
pemerintahan dan/atau kepentingan umum34” 
Keseimbangan mengenai penerimaan dan pengeluaran negara 
merpakan prinsip efisiensi dalam efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan. Penerimaan negara merupakan salah satu sumber 
keuangan negara atau pendapatan negara yang kemudian 
dispesifikasikan dalam UUD NRI 1945, bahwa pajak dan pungutan lain 
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang35. Terkait dengan penerimaan negara, berikut beberapa aspek 
yang merupakan sumber keuangan negara, yakni: 
1. Pajak Negara yang terdiri dari: 
a. Pajak penghasilan 
b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa. 
c. Pajak penjualan atas barang mewah. 
d. Bea materai, dll. 
2. Bea dan cukai yang terdiri dari: 
a. Bea masuk 
b. Cukai gula 
c. Cukai tembakau 
3. Penerimaan negara bukan pajak, 
a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah 
b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam 
c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah. 
e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal 
dari penguasaan denda administrasi 
f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah 
g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang 
tersendiri36 
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 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
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 Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
36
 Muhammad, Djafar Saidi, Op.Cit, Hlm. 19-20 
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Anggaran negara atau secara umum dikenal dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan oleh setiap 
sendi pemerintahan sesungguhnya telah dirumuskan secara komprehensif 
oleh perumus anggaran negara untuk penggunaan satu tahun dan 
dimaktubkan dalam sebuah undang-undang. Dimana rancangan undang-
undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah37. Apabila 
Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun yang lalu38 
 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar39. Oleh karena itu, Presiden secara 
atributif memegang kewenangan tertinggi pengelolaan keuangan negara 
sebagai bagian dari kekuasan pemerintahan negara. Kekuasaan tersebut 
meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat 
khusus. 
Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dimaksud, 
sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan juga secara atributif kepada 
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Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atau Chief Financial 
Officer. Menteri keuangan  diberikan mandat oleh Presiden sebagai Chief 
Operational Officer atau Ketua Kementerian Negara untuk suatu bidang 
pemerintahan tertentu, dalam hal ini Kementerian Keuangan.  
Pejabat pengelola anggaran selanjutnya adalah Menteri/Pimpinan 
Lembaga yang secara mandat diberikan kewenangan akan hal tersebut.  
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas 
pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, 
baik lembaga non-kementerian maupun lembaga negara40. 
Bendahara juga merupakan salah satu pejabat pengelola anggaran 
negara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas 
untuk dan atas nama negara menerima, menyimpan, dan 
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 
negara/daerah. Bendahara terdiri dari, (a) Bendahara Umum yang berada 
dalam kewenangan menteri keuangan untuk mengelola keuangan negara 
dan (b) Bendahara khusus yang dilakukan oleh orang atau badan pada 
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga 
nonkementerian, dan lembaga negara41. 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara juga diberikan mandat untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan negara, yang meliputi: Pegawai 
Negeri Sipil baik pusat ataupun daerah, Anggota Tentara Nasional 
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 Muhammad, Djafar Saidi, Op.Cit, Hlm. 50 
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 Ibid Hlm.51 
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Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai 
negeri dapat diangkat untuk mengelola keuangan negara tetapi tidak 
berstatus sebagai bendahara sehingga tidak memiliki kewajiban untuk 
memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan42. 
Pejabat pengelola keuangan negara yang terakhir dikenal dengan 
istilah Pejabat Lain yang diberikan wewenang secara atributif. Pejabat lain 
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Staf Komisi 
Pemberantasan Korupsi, atau Staf pada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Pejabat lain sebagai pengelola keuangan negara harus 
diangkat oleh atasannya dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan43 
Pejabat pengguna dan pengelola keuangan negara seringkali 
menyebabkan terjadinya kerugian negara. Dimana kerugian negara 
merupakan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai44. Kerugian negara pada dasarnya harus 
dipertanggungjawabkan sehingga stabilitas anggaran negara dapat 
tercipta. 
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2. Konsep Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 
Pengelolaan keuangan negara pada dasarnya bukan merupakan 
kewenangan mutlak dari pemerintah pusat melainkan berdasarkan konsep 
otonomi daerah pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam 
mengelola keuangan tersebut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan45. Aspek terpenting dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah adalah tentang pemerintah daerah, 
dimana terdiri atas Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah46. 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 
menjadi sebuah paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Negara Indonesia yang terbagi atas beberapa propinsi dan tiap propinsi 
tersebut dibagi atas beberapa kabupaten atau kota secara legal-
konstitusional memerlukan adanya pemerintahan daerah. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang 
komprehensif dan terpadu (omnibus regulation), seperti: Undang-Undang 
No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun seiring 
dinamika perkembangan paham kenegaraan akhirnya telah mengalami 2 
kali perubahan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang 
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Perubahan Kedua Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Otonomi daerah pada esensinya memberikan kewenangan kepada 
daerah untuk mengurus daerahnya secara otonom dengan berbasis pada 
ketentuan perundang-undangan. Salah satu hal yang menjadi hal esensial 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tentang 
pengelolaaan keuangan yang dilimpahkan kepada daerah. Konstitusi 
sebagai norma tertinggi secara hirarkis menyatakan bahwa hubungan 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang47. 
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara 
yuridis telah dituangkan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian otonomi 
daerah kepada pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menggunakan 
asas-asas penyelenggaran pemerintahan daerah, yakni: 
1. Desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
3. Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari Pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada 
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kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu48. 
Pelaksanaan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang dibentuk oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah. Penganggaran 
urusan desentralisasi berbasis pada dana APBD, sedangkan dalam hal 
urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai oleh penganggaran 
kementerian negara/lembaga yang diperoleh dari APBN. Namun, 
Gubernur dalam melaksanakan urusan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian 
negara/lembaga kepada DPRD. Pendanaan tersebut merupakan 
konsekuensi logis dalam penerapan sistem perimbangan keuangan pusat 
dan daerah.  
Penganggaran atas urusan desentralisasi, dekonsentrasi, dan 
tugas pembantuan secara terminologis dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Dana perimbangan, yakni dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 
kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi 
2. Dana Dekonsentrasi, yakni dana yang berasal dari APBN yang 
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
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pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan 
untuk instansi vertikal pusat di daerah. 
3. Dana Tugas Pembantuan, yakni dana yang berasal dari APBN 
yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan 
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan49. 
Pelimpahan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah pada 
esensinya menggunakan asas-asas tersebut melalui prosedur 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembentukan Undang-Undang 
tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah dimaksudkan untuk 
mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan 
daerah yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan 
Daerah, pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, 
yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi 
pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-
masing tingkat pemerintahan. 
Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan 
daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem pembagian keuangan 
yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka 
pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan 
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potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan 
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan50. 
Beberapa konsep yuridis antara perimbangan keuangan 
pemerintah pusat dan daerah tersebut pada hakikatnya pentingnya peran 
otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersifat 
koheren pengawasan dan pembinaan aparatur daerah agar bertindak 
secara efisien dan efektif.  
Konsep otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah biasanya 
dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal, dimana dalam konteks negara 
kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dan otoritas negara 
kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi 
kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk 
menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 
daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah51  
Konsep otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah juga 
mengikuti tata kelola keuangan negara oleh pemerintah pusat. Presiden 
sebagai kepala pemerintahan dalam konteks daerah diwakili oleh 
Gubernur dan Bupati/Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 
Sebagai cabang legislatif yang memiliki fungsi penganggaran juga diwakili 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
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Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengawas Eksternal di pusat 
secara vertikal menempatkan perwakilan di propinsi yang dikenal BPK 
Propinsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
sebagai aparatur pengawas eksternal juga secara vertikal menempatkan 
cabang di propinsi yang dikenal dengan BPKP Propinsi. Mekanisme check 
and balances antar lembaga negara/non-kementerian juga perlu 
mengadopsi prinsip keseimbangan tersebut dalam mekanisme 
pengelolaan keuangan daerah. 
Perumusan anggaran pendapatan belanja negara dalam konteks 
daerah dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga 
mengikuti tata kelola pusat dimana Presiden bersama DPR berperan 
penting dalam penyusunan APBN , tetapi dalam konsep otonomi daerah 
perumusan APBD dilaksanakan oleh Gubernur bersama DPRD. Perihal 
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan juga dilakukan oleh 
Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah dan pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga bertanggungjawab kepada 
DPRD. 
3. Keuangan Daerah 
 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
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dengan hak dan kewajiban daerah tersebut52. Adapun ruang lingkup 
mengenai keuangan daerah meliputi:  
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 
serta melakukan pinjaman 
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. 
3. Penerimaan Daerah 
4. Pengeluaran Daerah 
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan 
pada perusahaan daerah. 
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau 
kepentingan umum53. 
Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat54.Oleh karena itu, mekanisme 
pengawasan keuangan daerah wajib dilaksanakan dengan berbasiskan 
pada beberapa asas tersebut. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan 
daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan 
belanja daerah sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 
didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja 
negara. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah 
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adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam 
melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian 
atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan 
keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah55.  
Perangkat daerah merupakan aparatur negara yang mengelola 
sekaligus pengguna anggaran sehingga menjadi objek utama dalam 
sistem pengawasan internal pemerintah. Perangkat daerah pada 
dasarnya dibagi atas 2 macam, yakni perangkat daerah propinsi dan 
kabupaten/kota. Perangkat daerah propinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Adapun 
perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, 
dan Kelurahan56. Seluruh perangkat pemerintahan daerah, lembaga, 
badan, dan instansi yang dalam pelaksanaan kinerjanya menggunakan 
dana dari APBD merupakan objek utama dalam sistem pengawasan 
internal pemerintah. 
 Sumber keuangan daerah yang kemudian dikenal dengan 
pendapatan daerah merupakan aspek material dalam melaksanakan 
pemerintahan daerah. Adapun yang merupakan pendapatan daerah terdiri 
atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-
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Lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun yang termasuk Dana 
Perimbangan yakni Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 
Alokasi Khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah 
merupakan seluruh pendapatan daerah yang sah selain PAD dan Dana 
Perimbangan, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain 
pendapatan yang ditetapkan pemerintah57. 
 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentasi untuk 
mendanai keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan unsur daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain 
Dana Perimbangan dikenal juga Dana Otonomi Khusus dan Dana 
Penyesuaian58. 
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C. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 
 1. Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
Bentuk pengendalian keuangan negara dikenal dengan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah. Pengendalian secara frontal selalu 
diidentikkan dengan pengawasan dan pemeriksaan. Secara garis besar, 
pengawasan merupakan salah satu bentuk pengendalian dan 
pemeriksaan merupakan salah satu bentuk dari pengawasan. Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah dibagi atas Pengawasan dan 
Pembinaan. 
Pengendalian internal dilakukan oleh pimpinan dari instansi atau 
lembaga yang bersangkutan kepada para aparaturnya sejak tahap 
perumusan atau perencanan, pelaksanaan atau pengeluaran, dan 
pertanggungjawaban keuangan negara yang merupakan ruang lingkup 
pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tidak selamanya bersifat 
watch dog atau untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam mengelola 
keuangan tetapi bagaimana keuangan negara tersebut dapat dikendalikan 
secara efisien dan efektif. Apabila terdapat dugaan terjadi penyimpangan 
pengelolaan keuangan negara maka dilakukan pemeriksaan. 
Pemeriksaan adalah tindakan hukum dalam rangka pengawasan 
terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
Pemeriksaan pada dasarnya merupakan sebuah perbuatan hukum dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan. Pemeriksaan mayoritas dilakukan 
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ketika terdapat dugaan atau informasi penyalahgunaan keuangan negara 
(pemeriksaan represif) tetapi secara preventif pemeriksaan juga bisa 
dilakukan sebelum terjadinya kerugian negara. Pemeriksaan tersebut 
diistilahkan dengan pemeriksaan preventif yang ditujukan untuk 
memberikan bimbingan atau pengarahan dalam rangka mencegah 
kerugian negara.  
Sistem pengendalian keuangan negara merupakan bagian integral 
dari pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan pengertian pemeriksaan yakni 
tindakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara59. Sistem pengendalian internal dalam 
mengawasi pengelolaan keuangan negara mutlak dilakukan pemeriksaan 
sebagai bentuk perbuatan konkrit dalam mengendalikan pemerintahan 
secara efisien dan efektif. 
 Landasan Historis munculnya SPIP dimulai saat dikeluarkannya 
Instruksi Presiden No.15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN 
No. 30 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat 
yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. 
KEP/46/M.PAN/2004. Adapun unsur-unsur pengawasan melekat tersebut 
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terdiri atas pengorganisasian, personil, kebijakan,perencanaan, prosedur, 
pencatatan, pelaporan, dan reviu intern60 
 Metode pengendalian juga merupakan amanat dari Undang-
Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dimana 
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna 
barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah 
diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah61. Selain 
itu, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintah 
mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal di 
lingkungan pemerintah secara menyeluruh yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah62 
 Amanat beberapa regulasi tersebut akhirnya menciptakan sebuah 
dasar hukum pelaksanaan metode tersebut, yakni Peraturan Pemerintah 
No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 
“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan”63.  
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Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang  dilakukan oleh 
pimpinan instansi/ lembaga dalam mengawal para aparaturnya untuk 
mengelola akuntabilitas keuangan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah64. SPIP perlu 
mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya 
manusia, kejelasan kriteria, pengukuran efektifitas, dan perkembangan 
teknologi informasi yang dilakukan secara komprehensif. 
 SPIP tidak hanya diterapkan bagi pemerintah pusat tetapi dengan 
konsep otonomi, pemerintah daerah wajib menerapkan SPIP dalam 
mengendalikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini juga telah termaktub 
dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, dimana ketentuan 
mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan 
berpedoman pada peraturan pemerintah ini65.  Keuangan negara yang 
dikelola wajib dilakukan pengendalian agar penggunaannya dapat terarah 
dalam jangka waktu yang ditentukan. 
Substansi pengendalian internal pemerintah meliputi peningkatan 
kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
serta pelaksanaannya berada dalam kewenangan Presiden, dalam 
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konteks daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah (Gubernur dan 
Bupati/Walikota)66. 
 2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
Pimpinan instansi/lembaga merupakan pengawal (guardian) dalam 
membentuk karakter aparatur yang efektif pelaksanaan dan efisien 
anggatan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara 
efisien dan efektif apabila menerapkan pola SPIP di setiap sendi 
pemerintah daerah.  Unsur-unsur SPIP pada hakikatnya merupakan 
pedoman dalam menciptakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab 
Adapun beberapa unsur-unsur esensial dari SPIP di daerah dan saling 
berkaitan satu sama lain, yakni: 
1. Lingkungan Pengendalian 
2. Penilaian Risiko 
3. Kegiatan Pengendalian 
4. Informasi dan Komunikasi 
5. Pemantauan Pengendalian Internal67 
Lingkungan pengendalian berarti Pimpinan Instansi Pemerintah 
wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 
Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui: Penegakan 
integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan 
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yang kondusif, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, 
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia, Perwujudan peran aparat pengawasan intern 
pemerintah yang efektif, dan Lingkungan kerja yang baik dengan instansi 
pemerintah terkait. 
Penilaian risiko berarti mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko 
kerugian keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian 
risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah 
daerah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada 
tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah daerah mengidentifikasi 
secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian 
tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. 
Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.  
Pimpinan Instansi pemerintah daerah atau evaluator harus 
berkonsentrasi pada penetapan tujuan internal, pengidentifikasian dan 
analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat terjadi perubahan. Hal 
tersebut pada hakikatnya telah termaktub dalam keteraturan SPIP, dimana 
Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri atas: 
Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko dan dalam rangka penilaian risiko, 
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pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan 
tujuan pada tingkat kegiatan68 
 Unsur SPIP selanjutnya adalah Kegiatan Pengendalian yang berarti 
kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan 
dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi 
risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 
 Penyelenggaraan kegiatan pengendalian tersebut sekurang-
kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: Kegiatan Pengendalian 
diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, Kegiatan 
Pengendalian harus dikaitakan dengan proses penilaian risiko, Kegiatan 
pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi 
pemerintah, Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis., 
Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang 
ditetapkan secara tertulis, Kegiatan pengendalian dievaluasi secara 
teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan 
berfungsi seperti yang diharapkan. 
Kegiatan pengendalian pada beberapa karakteristik tersebut, pada 
esensinya memuat tentang: Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang 
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bersangkutan, Pembinaan sumber daya manusia, Pengendalian atas 
pengelolaan sistem informasi, Pengendalian fisik atau aset, Penetapan 
dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, Pemisahan fungsi, Otorisasi 
atas transaksi dan kejadian yang penting, Pencatatan yang akurat dan 
tepat waktu atas transaksi dan kejadian, Pembatasan akses atas sumber 
daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya, dan Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian 
intern serta transaksi dan kejadian penting69.  
Unsur pengendalian selanjutnya adalah Informasi dan Komunikasi. 
Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat 
diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang 
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi 
tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi 
Pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang 
memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang 
memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern 
dan bertanggung jawab operasional. 
 Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat70. 
Komunikasi atas informasi tersebut wajib dilaksanakan secara efektif. 
Instansi Pemerintah sekurang-kurangnya menyediakan dan 
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memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, 
mengembangkan, memperbarui sistem informasi secara terus-menerus71. 
 Pemantauan SPIP merupakan unsur yang terakhir dimana 
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan 
tindak lanjut rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya72.Pemantauan 
berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi 
pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam 
pelaksanaan tugas73 
 Evaluasi terpisah sebagai aspek pemantauan diselenggarakan 
melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektifitas SPIP. Evaluasi 
terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau 
pihak eksternal pemerintah. Evaluasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan daftar uji pengendalian intern74. Adapun mengenai tindak 
lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu harus diselesaikan dan 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil 
audit dan reviu lainnya yang diterapkan75. 
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D. Konsep Dasar Pengawasan Internal Pemerintah 
 1. Pengawasan Internal Pemerintah 
Reformasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi 
Indonesia. Tidak hanya  pada pemegang kekuasaan tetapi reformasi juga 
telah mengubah sistem pengawasan dan tata pemerintahan. Sistem 
pengawasan internal pemerintah sebagai gagasan dalam pengawasan di 
bidang pemerintahan merupakan aspek urgentif dalam mengelola 
pemerintahan yang efisien dan efektif. Dimana untuk memperkuat dan 
menunjang SPIP maka perlu dilaksanakan pengawasan intern atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk 
akuntabilitas keuangan negara76. 
Pengawasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari 
pengendalian dan pemeriksaan adalah subsistem atau tindakan hukum 
dalam melakukan fungsi pengawasan atau pengendalian pemerintahan. 
Pengawasan merupakan hal yang paling substansial dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). 
Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda 
pemerintahan dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian 
tujuan suatu pemerintahan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 
Robert Kreitner,  
“control is the process of taking the necessary preventive or 
corrective actions to ensure that organization’s mission and 
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objectives are accomplished as effectively and efficiently as 
possible”, bahwa pengawasan dijadikan sebagai alat pemastian 
untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien77 
Sarwoto dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi dan Management 
memberikan definisi tentang pengawasan yakni:  
“Kegiatan manajer agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 
dikehendaki78” 
Terminologi pengawasan dikemukakan oleh S.P. Siaigan dalam 
karyanya yang bernama Filsafat Administrasi, yakni: 
“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang 
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya79” 
 
Pengertian pengawasan juga dikemukakan oleh Prayudi, yakni: 
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan 
apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu 
dengan apa yang dikehendaki, direncanakan dan diperhatikan80” 
Menurut Harold Koonz yang dikutip dalam buku John Salinderho 
mengatakan bahwa pengawasan adalah: 
“Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan 
untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan 
rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan 
dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatakan 
dimana ada penyimpanangan yang negatif dengan menggerakkan 
                                                          
77
 Agung, Suseno. Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Imu Administrasi dan Organisasi Volume 17 
Nomor 1  Januari-April, 2010,16 
78
 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Management, (Jakarta:Ghalia 
Indonesia),93 
79
 S.P.Siaigan. Filsafat Administrasi, (Jakarta:Gunung Agung),107 
80
 Prayudi, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta:PT.Ghalia Indonesia,1981),80 
51 
 
tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-
penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-
rencana81” 
Victor M. Situmorang secara tegas juga mengemukakan pengertian 
tentang pengawasan, yakni: 
“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka 
untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang 
dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak 
dicapai82” 
Beragam definisi dari pengawasan tersebut memberikan pengertian 
bahwa pelaksanaan pengawasan bagi pemerintahan dan organisasi 
memiliki tujuan urgentif. Hal ini telah dikemukakan oleh Alfred, yang 
mengemukakan bahwa 
“Tujuan pengawasan adalah menjamin pekerjaan mengikuti 
rencana, mencegah kekeliruan, memperbaiki efisiensi, mewujudkan 
ketertiban pada pekerjaan, menjajaki dan memperbaiki kekliruan 
secara lebih mudan dan meyakinkan, mengenali dan 
menggambarkan prestasi yang maksimal dan memperbaiki kualitas 
manajemen secara keseluruhan83” 
Pengertian dan tujuan pengawasan secara umum tersebut menjadi 
hal fundamental dalam menganalisis ruang lingkup pengawasan dalam 
bidang pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya berlaku pada 
skala manajemen kecil saja, melainkan organisasi setingkat pemerintah 
daerah bahkan negara juga membutuhkan pengawasan. Pengawasan 
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menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengendalian internal pemerintah, 
khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.  
 Pengawasan juga memiliki tindakan atau perbuatan hukum yang 
bersifat konkrit yang diistilahkan dengan pemeriksaan. Dimana 
pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional 
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara84.  
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah pada 
dasarnya memiliki berbagai macam jenis, diantaranya: 
1. Pengawasan Langsung 
Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau 
pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri 
secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan 
secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi85. 
2. Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, 
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mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa 
pengawasan “on the spot”.86 
3. Pengawasan preventif 
Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum 
kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya 
penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan 
maksud menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan 
negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. 
Disisi lain, pengawasan ini juga agar sistem pelaksanaana anggaran 
dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif 
akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, 
sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi 
lebih awal87. 
4. Pengawasan Represif 
Pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu kegiatan setelah 
kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada 
akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian 
disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan 
pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 
penyimpangan88. 




  Yosa, 2010. Pengertian Pengawasan. (http://itjen-depdagri.go.id/article-25-





5. Pengawasan Melekat 
Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang 
terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, 
secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut 
berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku89 
6. Pengawasan Fungsional 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit 
yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui 
pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian90. 
7. Pengawasan Legislatif 
Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat 
terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah 
dan pembangunan91. 
8. Pengawasan Masyarakat 
Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang 
disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang 
berkepentingan berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau 
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keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik 
secara langsung maupun melalui media92 
9. Pengawasan Eksternal 
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi 
sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh BPK 
sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal 
Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi 
pemerintah lain93. 
10. Pengawasan Internal 
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah diterapkan 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik94. 
Pengawasan internal merupakan hal yang paling substansial dalam 
mengelola anggaran negara karena dikelola oleh pemerintah atau badan 
yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana APBN/APBD. Keuangan 
negara merupakan bagian yang perlu diawasi karena jika tidak diawasi 
akan menyebabkan kerugian bagi negara itu sendiri. Segala urusan 
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pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan negara, khususnya dalam 
hal keuangan daerah, harus diiringi dengan pengawasan agar berjalan 
sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. Definisi 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah telah 
termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, yakni proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan95”   
Pengawasan internal secara seksama dilaksanakan terhadap 
tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan negara sejak perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Aparat yang 
melaksanakan fungsi pengawasan dalam tugasnya berhak melakukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Audit, yakni proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti 
yang dikeluarkan secara independen, objektif dan profesional 
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 
2. Reviu, yakni penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai 
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dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 
ditetapkan. 
3. Evaluasi, yakni rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang 
telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai 
tujuan. 
4. Pemantauan, yakni proses penilaian kemajuan suatu program atau 
kegiatan dalam mencapai kemajuan yang telah ditetapkan. 
5. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi 
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawsan, 
pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan 
pemaparan hasil pengawasan96. 
Audit yang mencakup dalam proses pengendalian internal 
pemerintah daerah mencakup audit kinerja dan audit dengan tujuan 
tertentu. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain: (1) 
audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, (2) audit penerimaan, 
penyaluran, dan penggunaan dana, dan (3) audit pengelolaan aset dan 
kewajiban. Audit dengan tujuan tertentu terkait pengelolaan keuangan 
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negara antara lain terdiri atas: (1) audit investigatif, (2) audit atas 
penyelenggaraan SPIP, (3) audit atas hal-hal lain bidang keuangan97. 
Pengawasan internal merupakan salah satu organ atau alat 
perlengkapan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi melakukan 
penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal pemerintah 
mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya 
manusia, kode etik, standar audit, pelaporan dan telaahan sejawat. Dalam 
arti pengawasan internal tidak sekadar dijadikan pranata hukum untuk 
kepentingan pribadi yang dibebani kewajiban menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan negara, melainkan untuk kepentingan instansi 
pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan internal sangat 
berpengaruh terhadap kelangsungan instansi pemerintah dalam 
memanfaatkan keuangan negara yang dikelolanya98.  
Pengawasan internal pemerintah daerah pada hakikatnya 
merupakan hal yang bersifat koheren terhadap efektifitas sistem 
pengendalian internal pemerintah . Dengan adanya pengawasan tersebut, 
maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan baik dan efisien 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah akan efektif dan 
berbasis pada unsur-unsur pengendalian internal pemerintah daerah.   
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2. Pembinaan Internal Pemerintah  
Pembinaan merupakan salah satu bagian integral dari pelaksanaan 
pengawasan, sehingga kedua aspek tersebut bersifat korelatif dan  saling 
melengkapi. Pembinaan adalah seluruh proses kegiatan konsultasi 
(consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam mewujudkan tata kelola/ kepemerintahan yang 
baik (good governance)99. Pembinaan tidak hanya ditujukan pada individu 
tetapi secara lebih luas diperuntukkan untuk organisasi atau kumpulan 
organisasi. Organisasi terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah. 
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pada dasarnya 
merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau Gubernur selaku 
wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya 
penyelenggaraan otonomi daerah100. 
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 
rangka optimalisasi SPIP juga akan bermuara pada proses pembimbingan 
dan konsultasi terhadap pemerintah daerah. Pembimbingan SPIP adalah 
proses pemberian dukungan teknis penerapan SPIP dalam bentuk 
pendampingan oleh BPKP kepada instansi pemerintah untuk dapat 
menerapkan SPIP. Di sisi lain, konsultasi SPIP adalah proses pemberian 
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saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP, 
serta penyelesaian masalah terkait.101 
 Pembinaan merupakan piranti dalam memperkuat efektifitas 
penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di daerah. 
Dalam hal ini beberapa ruang lingkup pembinaan tersebut, yakni: 
1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP 
2. Sosialiasi SPIP 
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP 
4. Pembimbingan dan konsultasi SPIP 
5. Peningkatan auditor aparat pengawasan internal pemerintah102 
Pembinaan pada hakikatnya tidak hanya diperuntukkan dalam 
memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien 
sebagai manifestasi dari sistem pengendalian internal pemerintah di 
daerah. Tetapi dalam mewujudkan hal tersebut perlu diberikan pembinaan 
secara lebih umum mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar 
tidak hanya tercipta efisiensi bahkan dapat mencakup efektifitas 
penyelenggaran negara. Adapun pembinaan yang dapat dilakukan atas 
penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni: 
1. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan 
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan 
pemerintahan 
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3. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan 
4. Pendidikan dan pelatihan 
5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan 
evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan103. 
Koordinasi yang dimaksud dilaksanakan secara berkala pada 
tingkat nasional, regional, atau propinsi. Pemberian pedoman dan standar 
tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, 
pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan. Pemberian 
bimbingan, supervisi dan konsultasi yang dimaksud dilaksanakan secara 
berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh daerah maupun 
kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.  
Pendidikan dan pelatihan dimaksud dilaksanakan secara berkala 
bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat 
daerah, pegawai negeri sipi daerah, dan kepala desa. Perencanaan, 
penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi dimaksud 
dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan 
memperhatikan susunan pemerintahan dan dapat dilakukan kerja sama 
dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian104 
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3.  Objek Pengawasan dan Pembinaan 
Pengawasan dan pembinaan pada hakikatnya diterapkan kepada 
orang dan/atau badan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 
menggunakan anggaran negara baik sebagian maupun seluruhnya. 
Pemerintah dalam hal ini merupakan objek utama dalam pelaksanaan 
pengendalian internal. Dalam konteks pemerintah daerah, dikenal dengan 
istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi secara konvergen 
dapat menjangkau BUMN dan Badan Strategis lainnya yang terdapat 
kepentingan pemerintah di dalamnya. Objek Pengawasan internal 
pemerintah mayoritas menyangkut SKPD dimana terdiri atas: 
a) Perangkat Daerah 
Perangkat Daerah merupakan organisasi atau lembaga pada 
pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan 
Lembaga Teknis Daerah. Khusus perangkat daerah kabupaten/kota, 
kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah. 
Gabungan semua perangkat daerah tersebut dikenal dengan SKPD. 
b) Sekretariat Daerah 
Sekratariat daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan 
kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan 
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat 
Daerah mempunyai beberapa fungsi, yakni: (1) Penyusunan Kebijakan 
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Pemerintah Daerah, (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah 
dan lembaga teknis daerah (3) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintahan daerah (4) Pembinaan administrasi dan aparatur 
pemerintahan daerah (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya105. 
c) Sekretariat DPRD 
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. 
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli 
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah.  Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat  DPRD mempunyai 
beberapa fungsi yakni: (1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan 
DPRD (2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD (3) 
Penyelenggaraan rapat-rapat daerah (4) Penyediaan dan 
pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD106. 
d) Dinas Daerah 
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 
bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas 
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Daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya: (1) Perumusan kebijakan 
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, (2) Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya (3) 
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya (4) 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya107.  
e) Lembaga Teknis Daerah 
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas 
kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Lembaga teknis daerah memiliki beberapa 
fungsi, yakni: (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 
tugasnya (2) Pemberian dukungan atas tugas penyelenggaraan 
pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya (3) Pembinaan dan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya (4) Pelaksanaan 
tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk badan, kantor dan 
rumah sakit108. 
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E. Badan Pengawas Internal Pemerintah 
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah 
lembaga non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 Tentang BPKP. 
Selain itu, landasan yuridis yang memperkuat eksistensi dari BPKP adalah 
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non-Departemen. 
 BPKP sebagai lembaga pengawasan keuangan dan pembangunan 
semakin dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam peraturan 
tersebut BPKP secara lebih spesifik dilekati kewenangan sebagai aparat 
pengawas internal pemerintah bersama dengan Inspektorat Jenderal, 
Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. BPKP dalam 
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara 
atas kegiatan tertentu yang meliputi: 
1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral 
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
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3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden. 
BPKP dalam menjalankan tugas  berdasarkan penugasan presiden 
memliki beberapa fungsi yang secara umum dinyatakan dalam  Keputusan 
Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non-Departemen adalah sebagai berikut: 
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan. 
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan. 
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP 
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap 
kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. 
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, 
perlengkapan dan rumah tangga109. 
Fungsi BPKP tidak hanya dijelaskan dalam aturan tersebut, tetapi 
lebih spesifik juga dinyatakan dalam Keputusan Presiden No.31 Tahun 
1983 Tentang BPKP, yakni: 
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1. Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan 
bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan 
program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat 
pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
2. Memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan 
3. Memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan mengadakan 
analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
4. Mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat 
pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
5. Melakukan koordinasi teknis seluruh aparat pengawasan yang 
dilakukan oleh aparat pengawasan di departemen dan instansi 
pemerintah lainnya baik di pusat dan daerah 
6. Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengwasan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
7. Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah, termasuk pengawasan atas 
pelaksanaan fasilitas pajak, bea dan cukai 
8. Melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
9. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang-barang 
bergerak milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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10. Melakukan pengawasan terhadap semua Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan-
badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya 
dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
11. Melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh 
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh atau disubsidi atas beban 
APBN termasuk badan-badan yang didalamnya terdapat 
kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah karena pemberian hak atau wewenang 
hukum publik 
12. Melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan 
APBN, APBD, BUMN, BUMD, termasuk pembukuan rekening-
rekening pemerintah pada bank 
13. Melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintahan 
yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. 
14. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasu-kasus tidak 
lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang 
diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. 
15. Melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pernyataan 
pendapat akuntan terhadap BUMN,BUMD dan badan-badan 
lainnya yang dianggap perlu 
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16. Melakukan pengawasan kantor akuntan publik110. 
Pelaksanaan fungsi BPKP didasarkan pada kewenangannya yang 
secara umum juga dinyatakan pada Keputusan Presiden No. 103 Tahun 
2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen 
tersebut, yakni: 
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya 
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 
pembangunan secara makro. 
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya 
4. Pembinan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah 
yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, 
dan supervisi di bidangnya. 
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan 
sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di 
bidangnya. 
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-perundangan yang berlaku: 
a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, 
tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya. 
b. Meneliti semua catatan, data elektronik, buku perhitungan, 
surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil 
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survei laporan-laporan pengelolaan, surat-surat lainnya yang 
diperlukan dalam pengawasan. 
c. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan 
dan lain-lain. 
d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, 
baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil 
pengawasan BPK, dan lembaga pengawasan lainnya111 
Tugas Pokok dan Fungsi dari BPKP telah dijelaskan sebelumya. 
BPKP pada entitasnya terdiri atas pejabat operasional dan pejabat 
fungsional. Wujud tata kelola Perwakilan BPKP secara struktural 
keorganisasian dalam dinyatakan dalam gambar berikut: 
Bagan 1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan112 
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Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-
286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, 
Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh: Bidang Tata Usaha, Bidang 
Pengawasan Instansi Pemerintah Pusar, Bidang Akuntabilitas Pemerintah 
Daerah, Bidang Akuntan Negara, Bidang Investigasi, dan Kelompok 
Jabatan Fungsional113 
 Kepala Perwakilan BPKP secara hirarkis memiliki kedudukan 
tertinggi dalam satu perwakilan BPKP yang membawahi beberapa bidang-
bidang strategis dalam pelaksanaan pengawasan internal di daerah 
terkait. Kepala  Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan wajib 
mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan jikan terjadi penyimpangan. 
Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, 
persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan 
perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.114 Adapun tugas dari 
bidang tata usaha, yakni: 
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1. Penyusunan rencana dan program pengawasan 
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan 
dalam, perlengkapan, dan rumah tangga. 
3. Pengelolaan perpustakaan 
4. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan115 
Bidang tata usaha terdiri atas: 
1. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan penyusunan rencana dan program serta laporan hasil 
pengawasan. 
2. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 
kepegawaian dan pengembangan pegawai 
3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 
keuangan 
4. Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta 
pengelolaan perpustakaan.116 
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan 
instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang 
diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan 
akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. 
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Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program dan pengawasan instansi 
pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan 
pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil 
pengawasan. 
Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta 
evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan 
akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara atas permintaan daerah 
serta evaluasi hasil pengawasan. 
Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi 
penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan 
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, 
pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan 
pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi 
pemerintah lainnya.117 
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor 
dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok 
jabatan. Dimana dalam kantor perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi 
Selatan terdiri atas: 
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1. Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas: 
a. Auditor Madya 
b. Auditor Muda 
c. Auditor Pertama 
d. Auditor Penyelia 
e. Auditor Pelaksana Lanjutan 
f. Auditor Pelaksana 
g. Calon Auditor 
2. Jabatan Fungsional Tertentu lainnya 
a. Analisis Kepegawaian Pelaksana 
b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 
c. Prakom Pelaksana 
2. Inspektorat Jenderal 
Aparat pengawas internal pemerintah pada hakikatnya sangat 
berlapis-lapis. Hal  ini bertujuan untuk memberikan pengawasan yang 
ketat bagi para penyelenggara negara baik pusat maupun daerah. Selain, 
BPKP dan Inspektorat Daerah dikenal Inspektorat Jenderal yang 
mengawasi secara intern setiap sendi-sendi penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkup kementerian negara. 
Landasan yuridis dari kedudukan Inspektorat Jenderal sebagai 
bagian organisasi dan unsur pengawas internal di lingkup setiap 
kementerian negara yakni Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara. Pembentukan Inspektorat Jenderal sendiri terdapat 
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dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Organisasi Departemen. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman , 
eksistensi Inspektorat Jenderal semakin diperkuat dalam Peraturan 
Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara. 
Kedudukan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam 
SPIP juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
Tentang SPIP. Dimana  Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara 
fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan 
terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi 
kementerian negara/lembaga yang didanai oleh APBN118. 
Inspektorat Jenderal terdapat dalam setiap kementerian negara dan 
berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada menteri terkait. 
Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan internal di lingkup 
kementerian terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal 
memiliki beberapa fungsi, yakni: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan 
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya. 
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3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
menteri terkait 
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat119. 
3. Inspektorat Daerah 
Inspektorat Daerah merupakan unsur aparat pengawasan internal 
pemerintah daerah. Inspektorat juga seringkali dikenal dengan Badan 
Pengawas Daerah (Bawasda). Inspektorat mulai dikenal sejak tahun 1972 
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.219 Tahun 1979 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kota Madya. 
Landasan yuridis yang memperkuat eksistensi Inspektorat Daerah adalah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan 
Kabupaten/Kota. Berdasarkan beberapa aturan tersebut maka  
Inspektorat Daerah terbagi atas Inspektorat Propinsi dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota. 
 Inspektorat Propinsi berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah propinsi, sedangkan 
Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan mendapat 
pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota. Inspektorat Propinsi 
dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut: 
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Organisasi Kementerian Negara 
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1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah 
di daerah propinsi dan kabupaten/kota 
2. Melakukan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan 
pelaksanaan urusan pemerintah daerah di kabupaten/kota bagi 
Inspektorat Propinsi dan pemerintahan desa bagi Inspektorat 
Kabupaten/Kota120. 
Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 
tugasnya tersebut memiliki beberapa fungsi, yakni: 
1. Perencanaan program pengawasan 
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan121. 
Eksistensi Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal 
pemerintah juga secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 
No.60 Tahun 2008 Tentang SPIP.Inspektorat Propinsi dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD baik propinsi dan 
kabupaten/kota yang didanai oleh APBD propinsi dan kabupaten/kota122  
                                                          
120
 Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota. 
121
 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota. 
122
 Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 
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Inspektorat Propinsi dalam melaksanakan kewenangannya dibantu 
oleh aparatur negara dalam kerangka kesatuan struktur organisasi dari 
Inspektorat Propinsi Adapun mengenai struktur organisasi dari Inspektorat 
Propinsi termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2007 tentang  Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota maka susunan struktur organisasi pada 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
 
Bagan II. Struktur Organisasi Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
a) Inspektur Propinsi 
 Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Pengawasan. Adapun 
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fungsi dari Inspektur yakni Perumusan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan bidang Pengawasan; 
a. Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan 
kapasitas Inspektorat dan profesionalisme sumberdaya aparat 
pengawas; 
b. Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan 
manajemen pengawasan; 
c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan 
dengan instansi terkait; 
d. Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas; 
e. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran 
dan penyajian data hasil pemeriksaan APFP; 
 Adapun rincian kinerja dari Inspektur Propinsi dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut:  
a. Pembinaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi di bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
b. Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Pengawasan; 
c. Mengawasi dan mengevaluasi setiap pelaksanaan tugas bawahan 
dan memberikan petunjuk serta arahan;  
d. Menilai Prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai 
ketentuan dengan memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan 
untuk pembinaan karier; 
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e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 
Gubernur sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan 
evaluasi; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 123 
b) Sekretariat 
 Sekretariat Inspektorat Provinsi, mempunyai tugas menyiapkan 
bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif 
dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi. 
Adapun fungsi dari Sekretariat, yakni: 
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan daerah di bidang pengawasan; 
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis jangka 
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat; 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
Pengawasan; 
d. Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, 
peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja lingkup 
Inspektorat. 
Adapun rincian kinerja dari Sekretariat Inspektorat dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut:  
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 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan Hlm.7-8 
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a. Menyusun rencana kerja tahunan Sekretaris Inspektorat untuk 
dijadikan acuan kerja; 
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 
program kerja pengawasan; 
c. Menghimpun, mengolah dan  menyimpan laporan   hasil 
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 
d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 
fungsional; 
e. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai 
ketentuan dengan memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan 
untuk pembinaan karier;  
f. Pelaksanaan  urusan  kepegawaian,  keuangan, surat menyurat 
dan  rumah tangga. 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
1) Sub Bagian Perencanaan 
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan 
pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan 
menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan 
pengolahan data pengawasan dengan Rincian Tugas: 
a. Membuat rencana kerja tahunan Subbagian Perencanaan 
untuk dijadikan acuan kerja; 
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b. Pengoordinasian penyiapan   rencana/program   kerja   
pengawasan  dan fasilitasi; 
c. Penyusunan anggaran Inspektorat; 
d. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; 
e. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan 
f. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 
g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
sehubungan dengan bidang penyusunan Perencanaan; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai dengan tugas pokoknya.    
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, 
menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil 
pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi 
pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan 
dengan rincian Tugas: 
a. Membuat rencana kerja tahunan Sub Bagian Evaluasi da 
Pelaporan untuk dijadikan acuan kerja; 
b. Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan; 




d. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; 
e. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; 
f. Penyusunan statistik hasil pengawasan; dan 
g. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi 
dan Pelaporan. 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai dengan tugas pokoknya. 
 
3) Sub Bagian Administrasi dan Umum  
Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian Administrasi dan Umum yang mempunyai tugas melakukan 
urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan 
urusan rumah tangga dengan Rincian Tugas: 
a. Menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Administrasi dan 
umum untuk dijadikan acuan kerja; 
b. Pengelolaan urusan keuangan. 
c. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan. 
d. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis 
pelaporan; 
e. Pengelolaan urusan kepegawaian; 




g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Adminitrasi dan Umum; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh diperintahkan oleh 
atasan sesuai tugas pokoknya.124 
 
c) Inspektur Pembantu 
Adapun Tugas Pokok dari Inspektur Pembantu adalah 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah kerjanya. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu diberikan fungsi 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan dan penyiapan bahan usulan program 
pengawasan di wilayahnya; 
b. Perencanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan pengawasan; 
c. Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
d. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan; 
e. Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 
tugas pengawasan; 
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 Ibid Hlm.8-11 
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Adapun rincian tugas dari Inspektur Pembantu dapat dirincikan 
sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja tahunan dalam kerja pengawasannya 
b. Mengumpulkan bahan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas 
pengawasan; 
c. Merencanakan dan menyiapkan bahan pengusulan dan 
koordinasi pengawasan; 
d. Membagikan tugas kepada para Kepala Seksi yang ada 
dibawahnya berdasarkan bidang tugas masing-masing; 
e. Mengontrol/mengecek pelaksanaan tugas dan memberikan 
petunjuk dan arahan kepada bawahan yang ada dalam wilayah 
kerjanya; 
f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan; 
g. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan; 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur pada 
masing-masing wilayah kerjanya; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
tugas pokok dan fungsinya.125 
 
d) Kelompok Jabatan Fungsional 
                                                          
125
 Ibid Hlm.11-12 
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Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor 
dan tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Di Daerah. Selain tenaga fungsional Auditor yang telah ada sebelumnya, 
terhitung sejak Tanggal 28 September 2012 terdapat 26 (dua puluh enam) 
tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di 
Daerah pada Lingkup Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai 
dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.29 – 224 
tentang Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan dan Angka Kredit 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah 
Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.  
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan 




                                                          
126





A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di 
Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan.  
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Fungsional (Auditor) 
dan Aparatur Operasional (Pegawai) di Kantor Perwakilan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang tersebar di 2 
lokasi penelitian. Adapun perinciannya terdiri atas: 
a. Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan, yang memuat 
sampel penelitian sebagai berikut: 
1) Kepala Bagian Program dan Pelaporan 
2) Kepala Sub-bagian Tata Usaha 
3) Auditor Bidang Investigasi 
b. Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan, yang memuat sampel 
penilitian sebagai berikut: 
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1) Auditor Inspektur Pembantu Wilayah II 
2) Pegawai Bagian Perencanaan 
C. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji persoalan-persoalan 
substansial. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip umum sebuah masalah 
untuk menemukan akar permasalahan yang akan diturunkan menjadi 
sebuah bentuk paradigma baru dalam penyusunan sebuah solusi. Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ada dua yaitu: 
1. Pendekatan Teoritis 
Pengkajian suatu permasalahan dengan menggunakan analisis 
berdasarkan teori dan norma perundang-undangan. Pendekatan ini 
dilakukan dengan cara memaparkan beberapa teori dan norma-norma 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan persoalan yang akan dibahas dan menganalisis implikasi dari 
setiap teori dan aturan perundang-undangan tersebut. 
2. Case Study 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji suatu permasalahan 
yang secara faktual terjadi di lokasi penelitian. Studi kasus secara faktual 
tersebut akan memberikan gambaran mengenai efektifitas pendekatan 
teoritis (teori dan aturan perundang-undangan) yang diterapkan di lokasi 
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penelitian. Hal ini juga akan menguji keterkaitan antara das sein dan das 
sollen sebagai sebuah akar permasalahan dalam penelitian ini 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam 
penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah referensi dan 
literatur yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 
Penelitian berdasarkan data primer dinamakan penelitian kepustakaan 
(library research) 
Adapun sumber data yang digunakan dalam jenis penelitian ini 
adalah buku, peraturan-perundang-undangan, Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LAKIP) dari Perwakilan BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan, website internet yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan 
persoalan yang akan dibahas. 
2.  Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan 
dalam observasi lapangan berupa hasil wawancara atau interview dengan 
pihak terkait. Dimana data ini dijadikan sebagai data pendukung untuk 
pendekatan case study. 
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Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam jenis data 
sekunder adalah para aparatur dari Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan dan Inspektorat di Propinsi Sulawesi Selatan yang menjadi 
sampel penelitian dalam penulisan skripsi ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Metode penelitian kepustakaan (literature research) 
Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-
dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. 
2. Metode penelitian lapangan (field research) 
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan beberapa sampel penelitian. 
E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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F. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, yakni: 
BAB I:  Pendahuluan, yang menguraikan secara sistematis mengenai 
latar belakang hingga tahap merumuskan permasalahan yang 
akan diteliti secara kompleks sehingga dapat mencapai tujuan 
penulisan serta memberikan manfaat bagi pemerintah, 
masyarakat dan para akademisi. 
BAB II: Tinjauan Pustaka, yang dijelaskan secara sistematis hingga 
membentuk pola pemikiran (mind mapping), meliputi: Ruang 
Lingkup Kewenangan Pemerintah, Keuangan Negara, Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah, Konsep Dasar Pengawasan 
Internal Pemerintah, dan Badan Pengawas Internal Pemerintah 
BAB III:  Metode Penelitian, yang menguraikan secara detail ruang 
lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, meliputi: 
Lokasi Peneltian, Populasi dan Sampel, Jenis Penelitian, Jenis 
Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data 
hingga Sistematika Penulisan. 
BAB IV: Pembahasan, yang menguraikan secara deskriptif kualitatif 
tentang masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 
BAB V:  Penutup, berisi tentang simpulan dan rekomendasi terhadap 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Pengawasan Internal Antara Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan 
Kewenangan yang selanjutnya disebut sebagai authority atau 
bevoegheid, diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan 
perintah dengan kekuasaan  yang dimiliki  oleh pejabat umum atau 
lembaga negara. Kewenangan memiliki keabsahan ketika kewenangan 
tersebut diperoleh berdasarkan hukum. Tiada kewenangan dianggap sah 
secara hukum ketika kewenangan tersebut tidak berasal dari hukum atau 
peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya prinsip tersebut dikenal 
dengan Asas Legalitas (Legalitet Beginsel).  
Dasar hukum kewenangan yang diperoleh oleh Perwakilan BPKP 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan tidak secara tegas ditentukan 
dalam UUD NRI Tahun 1945 melainkan hanya sebatas Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, 
bahkan secara spesifik pelaksanaan kewenangannya hanya didasarkan 
pada Peraturan Kepala badan pengawas internal yang bersangkutan. 
Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan memperoleh 
kewenangan secara mandat dari Presiden dan Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah otonom dalam melaksanakan pengawasan 
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internal dalam tataran dan kesatuan pemerintahan (eksekutif). Pada 
entitasnya, pertanggungjawaban hasil pengawasan keduanya akan 
bermuara kepada Presiden yang secara atributif berdasarkan Pasal 4 ayat 
1 UUD NRI 1945 bertindak sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. 
Klausul dalam pasal tersebut juga menyiratkan bahwa Presiden juga 
memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara 
sebagai bagian integral dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
(good governance). 
Kewenangan pengawasan internal oleh Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan merupakan wujud nyata dari 
sebuah kekuasaan dalam bidang pengawasan di ranah eksekutif. Bagir 
Manan kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan (macht) hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat dan hak untuk tidak berbuat. Dalam 
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en 
plichten).127. Oleh karena itu, perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dalam melaksanakan kekuasaan pengawasan internal 
harus berlandaskan pada kewenangan yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Sumber kekuasaan negara pada 
asasnya berkaitan dengan ajaran kedaulatan yang dianut dalam UUD NRI 
Tahun 1945 sehingga sumber kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga 
negara di Indonesia adalah derivat dari kesadaran kolektif bangsa 
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 Ridwan HR, op.cit Hlm.102 
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mengenai Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan 
dalam faham kedaulatan hukum, sekaligus faham  kedaulatan rakyat. 
Kewenangan yang dilekatkan pada perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya memiliki kesamaan. 
Penulis menjabarkan titik kewenangan substansial keduanya, sebagai 
berikut: 
1. Kewenangan Pengawasan Internal Oleh Perwakilan BPKP 
Propinsi Sulawesi Selatan 
Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga 
non kementerian yang bertindak sebagai pengawas internal pemerintahan 
dan berkedudukan di Propinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan BPKP 
sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan berlandaskan pada 
Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan dan Keputusan Kepala BPKP No. KEP-
188/K/1983 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengawasan BPKP. 
Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan kemudian terbit 
dalam rangka menyempurnakan kedudukan dan kewenangan dari  BPKP 
seperti: Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta Peraturan Kepala BPKP 
No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala 
95 
 
BPKP No. KEP-06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Perwakilan BPKP. 
Penyempurnaan pasalistik dan norma-norma hukum yang 
termaktub dalam setiap peraturan perundang-undang yang mempunyai 
koherensi dengan BPKP mengindikasikan bahwa terjadi sebuah 
paradigma baru yang bersifat dinamis dalam pelaksanaan pengawasan 
internal pemerintahan. Pembentukan instansi vertikal atau perwakilan 
BPKP di setiap propinsi di Indonesia melambangkan efek pengawasan 
yang sangat ketat dan berlapis-lapis. Sebanyak 25 Perwakilan BPKP 
seluruh Indonesia dan 8 Perwakilan BPKP madya telah dibentuk sebagai 
wujud pelaksanaan pengawasan internal di seluruh Indonesia. Pada 
skripsi ini secara spesifik hanya akan menjelaskan tentang Perwakilan 
BPKP Propinsi Sulawesi Selatan yang pada asasnya mewakili gambaran 
dari semua perwakilan BPKP seluruh Indonesia. 
Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 
pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan 
akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Adapun wilayah kerja dari Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan 
memiliki objek pengawasan terhadap 25 pemerintah daerah di Propinsi 
Sulawesi Selatan, seperti: 
1) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 
2) Pemerintah Kota Makassar 
3) Pemerintah Kota Palopo 
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4) Pemerintah Kota Parepare 
5) Pemerintah Kabupaten Gowa 
6) Pemerintah Kabupaten Maros 
7) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
8) Pemerintah Kabupaten Takalar 
9) Pemerintah Kabupaten Jeneponto 
10) Pemerintah Kabupaten Bantaeng 
11) Pemerintah Kabupaten Bulukumba 
12) Pemerintah Kabupaten Sinjai 
13) Pemerintah Kabupaten Bone 
14) Pemerintah Kabupaten Wajo 
15) Pemerintah Kabupaten Barru 
16) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
17) Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar 
18) Pemerintah Kabupaten Enrekang 
19) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
20) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 
21) Pemerintah Kabupaten Luwu 
22) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 
23) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
24) Pemerintah Kabupaten Soppeng 
97 
 
25) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang128 
BPKP juga memiliki wilayah kerja selain institusi pemerintahan 
daerah, seperti 5 Badan Usaha Milik Negara yang berkantor di wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan dan 29 Badan Usaha Milik Daerah serta 30 
Rumah Sakit Umum Daerah. Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan 
juga telah bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi (UNM, 
Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang dan UIN 
Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Propinsi Sulawesi Selatan dan 
beberapa instansi vertikal yang ada di wilayah Indonesia.129 
Penulis dalam menemukan titik kewenangan substansial dari 
perwakilan BPKP sebelumnya telah melakukan kategorisasi kewenangan 
perwakilan BPKP Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang kemudian disesuaikan dengan program kerja 
pengawasan internal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010-2013. 
Adapun kategorisasi tersebut diperoleh dari pengolahan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Sulawesi 
Selatan sejak tahun 2010-2013. Rincian mengenai kategorisasi tersebut 
dapat dilihat pada Lampiran I. Ikhtisar Pengawasan Internal Perwakilan 
BPKP Propinsi Sulawesi Selatan.  
BPKP sebagai pembina dalam efektifias SPIP juga melakukan 
pengawasan internal berdasarkan pada pasal 49 ayat (2) Peraturan 
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Pemerintah No. 60 tahun 2008 Tentang SPIP. Adapun pengawasan 
internal yang telah dilaksanakan oleh perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 
sejak tahun 2010-2013, dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral 
Kewenangan yang diberikan kepada BPKP pada hakikatnya adalah 
kegiatan yang sangat strategis di daerah dan dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut melibatkan banyak institusi pemerintah daerah atau lintas 
sektoral. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dalam hal ini 
adalah melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan atau proyek 
yang melibatkan banyak sektor atau lintas pemerintah daerah. Perwakilan 
BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2010-2013 telah melakukan 
pengawasan lintas sektoral, berupa: 
a. Audit Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap 15 
Kab/Kota tahun 2010 
b. Audit operasional program Jamkesmas di 8 RSUD,  Dana BOS di 9 
Pemda, Dinas Pendidikan tahun 2011 
c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di 6 




b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan 
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara 
Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan bertindak 
sebagai Chief Operasional Officer berdasarkan mandat dari Presiden 
selaku pemegang kekuasaan utama dalam pengelolaan keuangan 
negara. Menteri Keuangan sebagai pelaksana operasional dari 
pengelolaan keuangan negara pada hakikatnya berkewajiban 
memerintahkan badan pengawasan internal dalam rangka melakukan 
pengawasan berdasarkan penugasan dari Menteri Keuangan. BPKP 
sebagai salah satu lembaga pengawas internal dalam melaksanakan 
kewenangannya memperhatikan penugasan yang diberikan oleh Menteri 
Keuangan dalam mendeteksi dugaan kerugian negara sesuai yang 
diperintahkan. 
Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan juga mendapat 
penugasan dari Menteri Keuangan dalam rangka pengawasan internal di 
Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2010-2012, Perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan berdasarkan penugasan 
dari Menteri Keuangan, sebagai berikut: 
1) Audit Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Propinsi dan Dinas 
Sosial Sulsel dan Sulbar tahun 2010 
2) Audit Kinerja Manajemen dan Evaluasi bidang pendidikan oleh 
Kementerian Agama Propinsi Sulsel tahun 2010 
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3) Evaluasi Program KB oleh BKKBN tahun 2010 
4) Audit Kinerja Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Dinas 
Kesehatan Daerah tahun 2010 
5) Audit Kinerja Program BOS KITA di Dinas Pendidikan Kabupaten 
tahun 2010 
6) Monitoring pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana 
Transfer lainnya pada 10 kab/kota dan Propinsi Sulsel dan Sulbar 
tahun 2010 
7) Audit Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Propinsi dan Dinas 
Sosial Sulsel dan Sulbar tahun 2011 
8) Audit Kinerja Manajemen dan Evaluasi bidang pendidikan oleh 
Kementerian Agama Propinsi Sulsel tahun 2011 
9) Audit Kinerja Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Dinas 
Kesehatan Daerah tahun 2011 
10) Audit Kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten tahun 2011 
11) Verification Advance Payment terhadap DAK terhadap pemerintah 
propinsi Sulsel dan 5 kab/kot di Sulawesi Barat serta Monitoring 
DAK dan Dana Transfer lainnya di 8 Pemda tahun 2011 
12) Audit Kinerja program raskin di Gowa tahun 2012 
13) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-4) di 
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, 
Kemendiknas, Kemensos, dan BPN tahun 2012 
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14) Monitoring program strategis pengawasan penerimaan siswa baru 
pada Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2012 
15) Evaluasi Anggaran DIPA pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat 
tahun 2012 
16) Evaluasi penyerapan APBDdi 7 Pemda tahun 2012 
17) Audit/Monitoring/Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Pare-
pare tahun 2012 
18) Monitoring DAK dan Dana Transfer lainnya di 7 Pemda tahun 
2012 
 
c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden 
Presiden memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan 
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara. 
BPKP selaku pengawas internal pengelolaan keuangan di tubuh 
pemerintah berhak melakukan pengawasan berdasarkan penugasan dari 
Presiden. Sebagaimana secara struktural dan pertanggungjawaban, 
BPKP melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden.  
Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 
pengawasan di Sulawesi Selatan terkait penugasan dari Presiden sejak 
tahun 2010-2013, sebagai berikut: 
1) Audit Operasional Bantuan Raskin pada Kementerian 
Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2011 
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2) Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional di 
Kementerian Pertanian pada 12 kab dan 3 Dinas Pendidikan 
kab/kota tahun 2011 
3) Audit Kinerja Program Raskin kab. Gowa tahun 2012 
4) Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional di 
Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenag, Kemendiknas, 
Kemensos dan BPN di 10 kabupaten tahun 2012 
Kewenangan BPKP sejak tahun 1983 hingga saat ini bersifat 
dinamis, artinya terdapat beberapa penyempurnaan dan perubahan 
sesuai dengan paradigma dan tatanan hukum kekinian. Pada tahun 2008, 
pemerintah melakukan sebuah terobosan dalam melaksanakan secara 
efektif SPIP di seluruh pemerintahan baik pusat maupun daerah dimana 
BPKP sebagai pembina dan pengawas internal pelaksanaan SPIP 
tersebut. 
Kewenangan pengawasan internal BPKP pertama kali dijabarkan 
pada Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 Tentang BPKP dan 
kedudukan BPKP sebagai lembaga non-kementerian juga Keputusan 
Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non-Departemen. Kepala BPKP kemudian memadukan beberapa 
kewenangan BPKP yang secara konvergen tersebar dari beberapa 
peraturan tersebut yang kemudian dirincikan dan dijelaskan secara lebih 
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spesifik dalam Peraturan Kepala BPKP yang juga telah mengalami 6 kali 
perubahan sejak tahun 2001. 
Adapun kewenangan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-
286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. 
Adapun titik kewenangan substansial dari perwakilan BPKP juga telah 
dikategorikan dan disesuaikan dengan program kerja pengawasan internal 
yang telah dilaksanakan oleh perwakilan BPKP sejak tahun 2010-2012, 
adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan 
Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sebelum melakukan 
pengawasan secara internal sebelumnya merumuskan sebuah rencana 
dan program kerja pengawasan terhadap pemerintah Propinsi Sulawesi 
Selatan. Adapun rencana dan program kerja pengawasan yang dilakukan 
oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dinyatakan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2010-2014 yang meliputi: 
a. Pernyataan Visi 
Visi Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sesuai amanah 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP. Adapun visi dari 
BPKP adalah Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya 
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untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di 
Sulawesi Selatan.130 
b. Pernyataan Misi 
Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2010-2014 adalah: 
a) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 
keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik 
dan bebas KKN 
b) Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian 
intern pemerintah 
c) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten.131 
c. Tujuan Strategis 
Tujuan strategis berdasarkan Renstra Perwakilan BPKP Sulawesi 
Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 
a) Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 
b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 
c) Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan 
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 
d) Terciptanya efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern 
pemerintah 
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e) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten di Propinsi Sulawesi Selatan 
f) Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang 
andal bagi pemerintah di Propinsi Sulawesi Selatan.132 
d. Penetapan Kegiatan dan Program Kerja 
Rincian renstra program dan kegiatan pada perwakilan BPKP 
Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
a) Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan dan 
pembinaan penyelenggaraan SPIP 
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu: pengawasan atas 
kegiatan lintas sektoral, pengawasan atas kegiatan kebendaharaan 
umum negara, pengawasan berdasarkan penugasan Presiden, 
pengawasan atas permintaan stakeholders, pengawasan 
penerimaan negara, pengawasan PHLN, Assessment, Evaluasi 
Good Corporate Governance (GCG), KPI, MR, pengawasan 
investigativ, bimbingan teknis, pengembangan sistem pelaporan 
keuangan, penyusunan pedoman SPIP, sosialisasi SPIP, Diklat 
SPIP dan Bimbingan Teknis SPIP. 
b) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 
lainnya 
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu: penyusunan dan 
evaluasi rencana pengelolaan kepegawaian dan organisasi, 
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pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah, 
pengelolaan kehumasan, pembinaan administrasi dan pengelolaan 
perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan, pendidikan dan 
pelatihan pengawasan, penelitian dan pengembangan 
pengawasan, penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan 
keputusan pemerintah internal BPKP, pembinaan IFA dan tata 
kelola APIP, fasilitasi dukungan manajemen BPKP. 
c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana 
dan prasarana pemeliharaan sarana dan prasarana , penataan 
administrasi sarana dan prasarana.133 
2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN) dan pengurusan barang milik/kekayaan 
negara 
Kewenangan BPKP dalam hal ini melakukan pengawasan atas 
pengelolaan APBN dan barang milik negara/ kekayaan negara yang 
diurus dan digunakan oleh instansi / lembaga di Propinsi Sulawesi 
Selatan. Dana APBN yang terdapat di pemerintah daerah Sulawesi 
Selatan pada hakikatnya merupakan dana yang dikelola berdasarkan 
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga dana APBN di 
daerah tidak dapat diakumulasikan menjadi dana APBD karena memilki 
pos penganggaran yang berbeda. Adapun dana APBN di daerah dapat 
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berupa dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas 
pembantuan. Instansi/ Lembaga yang mengelola APBN pada hakikatnya 
secara vertikal bertanggung jawab langsung kepada instansi/lembaga 
pusat, seperti: Kementerian, Lembaga Non-Kementerian dan lain 
sebagainya 
Setiap pejabat pengelola anggaran di propinsi Sulawesi Selatan 
yang dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan dana dari APBN 
tersebut menjadi fokus utama pengawasan internal oleh Perwakilan BPKP 
Propinsi Sulawesi Selatan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 
negara negara ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban uang yang berasal dari APBN 
dengan berbasis pada asas dan peraturan perundang-undangan. 
Pengurusan barang milik negara/kekayaan negara yang berada di 
daerah juga menjadi kewenangan dari perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, BPKP memberikan pembinaan dalam 
menginventarisasi barang milik negara di setiap pemerintah daerah. 
Selain itu, BPKP juga melakukan bimbingan teknis dalam pengurusan 
barang milik negara di daerah serta melakukan asistensi dalam 
pertanggung jawaban atas pengelolaan barang milik negara di daerah. 
Adapun sebagian program pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2010-2013 
terkait bentuk pengawasan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a) Pembinaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Dinas 
Perikanan Dan Kelautan dan Badan Pengembangan SDM 
Kementerian Pertanian di 9 Kab/kota tahun 2010 
b) Audit Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Propinsi dan Dinas 
Sosial Sulsel dan Sulbar tahun 2011 
c) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-4) di 
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, 
Kemendiknas, Kemensos, dan BPN tahun 2012 
3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan 
daerah atas permintaan daerah 
Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP sebagai instansi vertikal di 
daerah, berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan dan barang milik/kekayaan daerah apabila ditugaskan oleh 
stake holder dalam lingkup pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah 
pada esensinya juga memiliki lembaga pengawas internal pemerintah 
yang dikenal dengan Inspektorat Propinsi dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota. 
Prinsip koordinasi antara lembaga pengawas internal menjadi tolok 
ukur dalam keberhasilan pengawasan di tingkat daerah. BPKP dalam hal 
ini melakukan pengawasan secara koordinatif dan memerlukan dukungan 
dan komunikasi dengan lembaga pengawas internal di daerah baik 
Inspektorat Propinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota begitupun 
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sebaliknya. Kewenangan atas permintaan stake holder daerah tersebut 
dilaksanakan oleh Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang 
merupakan bagian integral dalam struktural keorganisasian Perwakilan 
BPKP. Pengawasan atas permintaan stake holder daerah tersebut 
kemudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Pengawasan atas permintaan stake holder bidang Perekonomian 
Pengawasan dalam bidang perekonomian berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan daerah dalam hal pembangunan yang strategis di 
daerah. Stake holder dalam hal ini adalah orang atau badan/instansi yang 
berasal dari daerah atau merupakan kesatuan struktural dalam 
pemerintahan daerah. Adapun bentuk pengawasan tersebut dalam 
wilayah kerja Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat 
pada program pengawasan sejak tahun 2010-2012 berupa: 
a) Audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di 
Dinas Pekerjaan Umum 10 Kab/kota di Propinsi Sulsel pada tahun 
2010 dan 2011 
b) Reviu atas rencana pembangunan gedung di Kemenkeu pada 
tahun 2011 
c) Evaluasi penyerapan anggaran DIPA pada tahun 2011 
d) Inventarisasi Produksi Penjualan, PNBP, dan Mineral dan 
Batubara pada tahun 2011 
e) Audit Kinerja Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan 
Perlindungan TKI Sulsel pada tahun 2012 
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f) Audit Operasional progress pekerjaan LOAN EINRIP pada tahun 
2012 
 
b. Pengawasan atas permintaan stake holder bidang Politik, Sosial 
dan Keamanan (Polsoskam) 
Pengawasan ini berkaitan dengan permintaan daerah dalam hal 
pengelolaan keuangan dan barang/kekayaan daerah strategis dalam 
bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Adapun program pengawasan 
sejak tahun 2010-2012 yang telah dilakukan oleh Perwakilan terkait 
bentuk pengawasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
a) Evaluasi pelayanan TKI di Kantor Imigrasi Makassar dan Pare-pare 
tahun 2010 
b) Audit pengadaan rumah dan pemukiman tahun 2010 
c) Audit operasional atas survey pemahaman dan penggunaan LPG 
tahun 2010 
d) Monitoring pembangunan LAPAS yang dibiayai Kemenkumham 
Sulsel tahun 2010 
e) Evaluasi dokumen pengadaan alat penelitian kedokteran di Unhas 
tahun 2010 




g) Reviu atas rencana pembangunan gedung negara oleh KPUD, 
Kantor Imigrasi, Kantor Balai Teknis Kesehatan Lingkungan tahun 
2011 
h) Audit Kinerja BOK Kemenkes Sulsel tahun 2011 
i) Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2012 
 
c. Pengawasan atas permintaan stake holder Bidang Keuangan 
Daerah. 
Pengawasan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah 
oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap keuangan daerah pada 
hakikatnya merupakan kewajiban mutlak dari Inspektorat daerah , namun 
BPKP dalam hal ini melakukan koordinasi dalam pengawasan tersebut 
sehingga menciptakan hasil pengawasan yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Dalam periode tahun 2010-2012, Perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan melakukan beberapa program pengawasan terkait 
permintaan stake holder dalam bidang keuangan daerah sebagai berikut: 
a) Analisis kinerja keuangan Pemda, Evaluasi penyusunan APBD dan 
AKIP, Kajian Current Issues dan Pengadaan Barang dan Jasa oleh 
APIP pada tahun 2010 
b) Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda dan AKIP pada tahun 
2011 




d) Audit operasional Pasar Tradisional Maros pada tahun 2012 
e) Supervisi dan Monitoring Pencegahan Korupsi atas Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemprov Sulsel dan Kota Makassar pada tahun 
2012 
f) Asistensi peningkatan kapabilitas APIP pada Pemkab Bantaeng 
dan Lutim serta Pemprov Sulsel pada tahun 2012 
 
4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan 
yang bersifat strategis dan/atau lintas 
departemen/lembaga/wilayah 
Tugas pemerintahan secara konvergen berasal dari pusat 
kemudian tersebat di setiap sendi pemerintahan daerah terkait penerapan 
desentralisasi. Beberapa tugas pemerintahan tersebut merupakan aspek 
yang sangat penting dan strategis serta dilaksanakan lintas 
departemen/lembaga/wilayah. Pengawasan secara komprehensif 
dilakukan oleh BPKP terkait kegiatan strategis karena terkait dengan 
pembangunan daerah. Adapun sejak tahun 2010-2012, Perwakilan BPKP 
Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan atas beberapa 
kegiatan strategis dan/atau lintas departemen/lembaga tersebut, yakni: 
a. Pengawasan lintas sektoral bidang perekonomian, berupa: 
Kegiatan strategis yang dilaksanakan lintas pemerintahan di 
Sulawesi Selatan menyangkut pembangunan ekonomi daerah, berupa: 
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a) Audit Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap 15 
Kab/Kota tahun 2010 
b) Audit Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap 15 
Kab/Kota tahun 2011 
c) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di 8 
Pemda tahun 2012 
d) Evaluasi Program Swasembada Beras tahun 2012 
 
b. Pengawasan lintas sektoral bidang Polsoskam 
Kegiatan strategis yang dilaksanakan lintas pemerintahan di 
Sulawesi Selatan menyangkut pembangunan Politik, Sosial, dan 
Keamanan, berupa: 
a) Audit dana dekonsentrasi di Perpustakaan Nasional, Dinas Tata 
Ruang, dan Dinas Cipta Karya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Sulsel dan Dinas Sosial Sulbar tahun 2011 
b) Audit operasional program Jamkesmas di 8 RSUD,  Dana BOS di 9 
Pemda, Dinas Pendidikan tahun 2011. 
 
c. Pengawasan lintas sektoral bidang keuangan daerah 
Kegiatan strategis yang dilaksanakan lintas pemerintahan di 
Sulawesi Selatan menyangkut pembangunan keuangan daerah, berupa: 
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a) Evaluasi atas hubungan program/kegiatan prioritas pembangunan 
antara pemda dan pusat tahun 2011 
b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di 6 
Pemda serta Bimbingan Teknis evaluasi LAKIP di Bone tahun 2012 
 
5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 
pemerintah pusat dan daerah 
Laporan akuntabilitas kinerja merupakan dokumen yang berisikan 
program kerja dan pendanaan yang dilaksanakan oleh sebuah 
instansi/lembaga/departemen. Tidak semua laporan akuntabilitas kinerja 
sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara terang, bahkan 
BPK selaku pemberi predikat atas tingkat laporan keuangan negara 
sebuah departemen banyak mengeluarkan predikat TMP (Tidak 
Memberikan Opini) atau disclaimer opinion. Kendala utama dalam 
akuntabilitas kinerja sebuah lembaga adalah banyaknya program kerja 
dan pendanaan yang terlalu banyak, boros bahkan dikorupsi oleh 
lembaga tersebut.  
BPKP selaku pengawas internal pemerintah diberikan kewenangan 
dalam hal pemberian asistensi atau pembinaan dalam penyusunan 
laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah. Pembinaan 
internal pemerintah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh 
BPKP. Setiap pemerintah daerah di Sulawesi Selatan secara statistik 
pada tahun 2012 telah diberikan predikat atas laporan akuntabilitas 
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keuangan pemerintahannya, dimana sebanyak 16 kabupaten/kota 
mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 6 kabupaten/kota 
mendapat predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan hanya 3 
kabupaten/kota yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Selain itu, BPKP telah melakukan asistensi penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja di Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2010-2012 
sebagai berikut: 
a. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Bidang Perekonomian 
Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian yang 
dibimbing oleh BPKP terhadap lembaga/badan/instansi di Sulawesi 
Selatan, berupa: 
a) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Satuan Kerja Non-
Vertikal Tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum 5 pemkab dan 
pemprov Sulsel tahun 2010 
b) Penyusunan Laporan Keuangan Kemenakertrans pada Kanwil 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan tahun 
2011 
c) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja , Badan Pusat 





b. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Bidang Polsoskam 
Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Polsosokam yang 
dibimbing oleh BPKP terhadap lembaga/badan/instansi di Sulawesi 
Selatan, berupa: 
a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kemenkumham, 
Kejaksaan Tinggi, dan Satuan kerja dekonsentrasi lainnya di 
Sulawesi Selatan tahun 2010 
b) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kemenkumham, 
Kejaksaan Tinggi, dan Satuan kerja dekonsentrasi lainnya di 
Sulawesi Selatan tahun 2011 
 
c. Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Adapun Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah yang dibimbing oleh 
BPKP terhadap beberapa Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan, 
berupa: 
a) Penyusunan Sistem dan Standar Akuntansi tahun 2010 
b) Sosialisasi Penyusunan APBD tahun 2011 





6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
pusat dan daerah 
Pembinaan internal yang dilakukan oleh BPKP terhadap laporan 
akuntabilitas kinerja suatu instansi/lembaga/badan tidak sekadar pada 
proses bimbingan teknis dan asistensi dalam penyusunan laporan 
tersebut. BPKP memiliki kewenangan atas laporan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah pusat dan daerah. Perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan telah melakukan evaluasi sejak tahun 2010-2012 
terhadap instansi pemeintah pusat dan daerah, berupa: 
a) Evaluasi dokumen pengadaan alat penelitian kedokteran di Unhas 
tahun 2010 
b) Evaluasi/Analisis Kinerja Serta Sosialisasi Penyusunan APBD 
tahun 2011 
c) Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2011 
dan 2012 
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di 6 
Pemda serta Bimbingan Teknis evaluasi LAKIP di Bone tahun 2012 
e) Evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD tahun 
2012 
 
7) Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, 
Cabang Usaha Pertamina, Kontraktor bagi hasil dan kontrak 
kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat 
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kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas 
permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PDAM, 
PLN, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan 
pemerintah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan 
sebagian dari objek pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Saham 
minimal sekitar 51% dari pemerintah yang terdapat di beberapa BUMN 
dan BUMD adalah hal yang wajib diawasi terkait pendapatan, 
pengeluaran, bahkan kerugian yang terdapat dalam badan strategis 
tersebut.  
BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah berwenang 
melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha tersebut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, BUMD, 
dan Instansi yang terdapat kepentingan pemerintah sejak tahun 2010-
2012, berupa: 
a) Audit Kinerja BUMD pada 16 PDAM di Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Barat, PT. Bank Sulsel dan PT. BPR Handayani Cipta 
Sejahtera Tahun 2010 
b) Audit Keungan BUMD pada 16 PDAM di Sulawesi Selatan dan PT. 
Bank Sulsel tahun 2010 
c) Sosialisasi Corporate Plan di PDAM Pinrang tahun 2011 
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d) Sosialisasi pemenuhan persyaratan adminstratif pada 19 RSUD 
kab/kota/propinsi tahun 2011 
e) Audit Kinerja pada 16 PDAM si Sulawesi Selatan dan Barat tahun 
2011 
f) Audit Kinerja pada 18 PDAM si Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 
2012 
g) Evaluasi kinerja pengelolaan BLUD pada 2 RSUD Tahun 2012 
h) Audit Kinerja Perusahaan keuangan daerah Tahun 2012 
i) Sosialisasi pemenuhan persyaratan adminstratif pada 2 RSUD 
kab/kota/propinsi tahun 2012 
j) Reviu dan verifikasi pos pendanaan pegawai, serta hutang 
Jamsostek pada PT. IKI tahun 2012 
 
8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan 
akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, 
Pertamina, Cabang Usaha Pertamina, Kontraktor bagi hasil dan 
kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya 
terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik 
daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada 
prinsipnya wajib diterapkan disetiap pemerintahan dan cabang kekuasaan 
pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD dan badan-badan lain yang 
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terdapat kepentingan pemerintah di dalamnya. BPKP dalam 
melaksanakan pembinaan internal terhadap Badan-Badan tersebut pada 
entitasnya mengimplementasikan SPIP sehingga menciptakan Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Baik atau Good Governance.  
BPKP selain melakukan pemeriksaan juga diberikan kewenangan 
dalam hal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Good Governance 
dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan-Badan strategis yang 
terdapat kepentingan pemerintah di dalamnya. Kewenangan tersebut 
merupakan pengejewantahan dalam proses pembinaan internal terhadap 
badan- badan tersebut. 
Pembinaan internal tersebut berupa bimbingan teknis dan asistensi  
tentang pelaksanaan Good Governance setelah itu melakukan evaluasi 
atas pelaksanaan tersebut. Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan 
telah melakukan pembinaan internal sejak tahun 2010-2013 kepada 
badan-badan strategis tersebut dalam rangka penerapan SPIP yang 
berbasis Good Governance. Adapun program pembinaan tersebut berupa: 
a) Evaluasi Good Corporate Governance (GCG) dan KPI Pada PT. 
Pelindo IV tahun 2010 
b) Sosialisasi BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010 
c) Sosialisasi dan Manajemen Aset BUMD Tahun 2010 
d) Bimbingan Teknis Corporate Plan/ Bussiness Plan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2010 
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e) Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Administratif di RSUD 
Tahun 2010 
f) Bimbingan Teknis Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM Gowa 
dan PT. Pos Indonesia Tahun 2010 
g) Evaluasi GCG PT Pelabuhan Indonesia IV tahun 2011 
h) Bimbingan Teknis ke PT Pelabuhan Indonesia IV tahun 2011 
i) Sosialisasi KPI pada PDAM Gowa tahun 2011 
j) Audit/Kaji Ulang Audit Intern pada PT Bank Sulsel Tahun Buku 
2008 tahun 2011 
k) Reviu terhadap BPYDS tahun 2011 
l) Evaluasi Rencana Penerimaan Bantuan Mesin Dan Peralatan pada 
PT. Perkebunan Nusantara XIV tahun 2011 
m) Inventarisasi BMN KKKS Kanwil XV DJKN Makassar tahun 2011 
n) Survey Kepuasan Pelanggan Vendor pada PT. Pelabuhan 
Indonesia tahun 2011 
o) Review Pengadaan Barang dan Jasa Pt. Pelabuhan Indonesia 
tahun 2011 
p) Sosialisasi GCG pada PDAM kota Palopo tahun 2012 
q) Bimbingan Teknis penerapan GCG pada PDAM Palopo tahun 2012 
r) Assesment Penerapan GCG pada PT. Pelindo IV Makassar tahun 
2012 
s) Sosialisasi KPI pada PTPN XIV (Persero) tahun 2012 
t) Sosialisasi GCG pada PT. Kawasan Industri Makassar tahun 2012  
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9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan 
keuangan negara  pada instansi pemerintah, Badan Usaha 
Milik Negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan 
kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada 
instansi penyidik dan instansi lainnya 
Apabila terdapat dugaan atau kemungkinan terjadinya kerugian 
negara BPKP berwenang melaksanakan audit investigasi pada instansi 
yang diduga tersebut. Audit investigasi tersebut merupakan bentuk 
pengawasan yang dilakukan BPKP dalam rangka mendeteksi nilai 
kerugian negara dan metode pengembalian bahkan penghukuman atas 
instansi yang bersangkutan. 
Salah satu permisalan adanya dugaan kerugian negara dapat 
dilihat ketika pembangunan atau proyek dalam suatu instansi tersebut 
mengalami hambatan secara berkelanjutan. BPKP dalam hal ini 
berwenang melakukan audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), 
juga berwenang untuk mengklaim dan eskalasi. BPKP merupakan 
pengawas internal yang melaksanakan kinerjanya secara koordinatif. 
Wujud koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya dapat dilihat dengan 
pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya. Hal 
ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara BPKP 
dan Instansi tersebut. 
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Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini telah 
melakukan pengawasan terkait bentuk pengawasan tersebut sejak tahun 
2010-2013 berupa: 
a) Audit HKP ,Eskalasi dan Klaim di beberapa Pemda tahun 2010-
2013 
b) Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian 
Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik sebanyak 107 
laporan tahun 2010 
c) Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian 
Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik sebanyak 92 
laporan tahun 2011 
d) Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian 
Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik sebanyak 95 
laporan tahun 2012 
e) Audit Investigasi atas permintaan investigasi lainnya sebanyak 12 
laporan tahun 2010 
f) Audit Investigasi atas permintaan investigasi sebanyak 1 laporan di 




10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan 
Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP harus dilakukan 
pengkajian dan analisis sehingga menghasilkan laporan pengawasan 
internal pemerintahan yang bertanggungjawab dan memiliki keakuratan 
yang maksimal. Selain itu, BPKP juga secara konsisten menjaga dan 
mengendalikan bahkan meningkatkan mutu pengawasan 
tersebut.Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2010-
2013 telah melakukan pengkajian dan optimalisasi hasil pengawasan 
berupa: 
a) Komunikasi dan Koordinasi Investigasi Pengawasan tahun 2010 
b) Penelaahan peraturan atas Pengenaan Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada RSUD Sidrap tahun 2011 
c) Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berindikasi 
korupsi tahun 2012 
 
11) Pelaksanaan Administrasi Perwakilan BPKP 
BPKP selain melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan negara secara eksternal. BPKP juga memiliki alur pengawasan 
secara internal institusional. Oleh karena itu, BPKP berwenang dalam 




2. Kewenangan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan 
Inspektorat Provinsi merupakan lembaga teknis daerah yang 
bertindak sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah. Secara 
struktural, Inspektorat Propinsi merupakan bagian dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab secara langsung 
kepada Gubernur dalam hal kinerja pengawasan internal di pemerintah 
daerah. Inspektorat Propinsi berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah propinsi  
Inspektorat Propinsi pada hakikatnya mendorong terwujudnya 
Good Governance dan Clean Government dengan melakukan pendekatan 
pencegahan dini (early warning) terhadap kemungkinan terjadinya 
kesalahan, tindakan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan 
tindakan KKN, sehingga dalam menjalankan tugas Inspektorat Provinsi 
tidak hanya berfungsi sebagai watch dog tetapi lebih mengedepankan 
fungsi consultant dan quality assurer. Sejalan dengan itu maka Inspektorat 
Provinsi dituntut untuk selalu berada di bagian terdepan dalam rangka 
mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  
Landasan hukum yang kemudian memperkuat eksistensi 
kelembagaan dari Inspektorat Propinsi adalah Pasal 26 angka (3) 
Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi meIakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 
kabupaten/kota.  
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2008, tanggal 
21 Juli 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, 
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan. 
Inspektorat Provinsi berkewajiban mengawal Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi  dengan tugas pokok yaitu menyelenggarankan 
Urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta membantu Gubernur 
Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap 
pemerintahan umum dan agraria, keuangan, perlengkapan, peralatan dan 
kekayaan daerah, perekonomian dan pembangunan serta aparatur, 
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan otonomi 
daerah, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan 
di Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi 
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daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pemberdayaan pengawasan 
daerah otonom, serta tugas lain yang ditugaskan oleh gubernur. 
Penulis telah menemukan titik kewenangan pengawasan internal 
oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan yang dikategorikan dan 
disesuaikan dengan program pengawasan internal yang telah 
dilaksanakan sejak tahun 2010-2013. Adapun penjabarannya secara 
komprehensif tentang pengawasan internal dapat dirincikan sebagai 
berikut: 
a. Menyusun Perencanaan Program Pengawasan  
Perencanaan program pengawasan merupakan hal yang paling 
substansial sebelum melakukan pengawasan. Perencanaan kinerja dari 
Inspektorat Propinsi dalam hal ini Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
secara garis besar  termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang 
terdiri atas: 
a) Penetapan V i s i  
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Perencanaan 
Strategis (Renstra) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan  yang merupakan inplementasi operasional dari 
Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
merumuskan visi sebagai berikut : ”Menjadikan Lembaga Pengawasan 
yang Profesional dan responsif untuk mendorong terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik” 
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b) Penetapan M i s i 
Demi terwujudkan Visi Inspektorat, maka didukung dengan Misi 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap 
urusan serta penyelenggaran pemerintahan di  Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis dan etika 
pengawas agar dapat mandiri melaksanakan tugas pengawasan 
urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
3. Mendorong peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Aparat 
Pemerintah Daerah serta meningkatkan kepatuhan peraturan 
Perundang – Undangan yang berlaku melalui pembinaan dan 
pengawasan. 
4. Mencegah secara dini terjadinya penyimpangan, 
penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan tindakan KKN 
melalui pembinaan dan pengawasan. 
5. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan 
pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan. 
a) Penetapan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 
Zulfikar (Auditor pada Inspektur Pembantu Wilayah II di Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan) mengatakan Perencanaan pengawasan setiap 
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tahun dilakukan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pengawawasan 
Daerah (Korwasda) secara berjenjang mulai tingkat Propinsi hingga 
Nasional atau Koordinasi Pengawasan Nasional (Korwasnas). Hasil dari 
pertemuan secara nasional dalam Korwasnas memuat perencanaan 
pengawasan dalam satu tahun kerja yang dimuat dalam Surat Keputusan 
Kementerian Dalam Negeri Tentang Perencanaan Program Kerja 
Pengawasan Secara Nasional. Surat Keputusan tersebut kemudian 
diadopsi oleh setiap pemerintah propinsi dalam bentuk Surat Keputusan 
Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Selain 
itu, Inspektorat Propinsi juga mengadakan koordinasi dengan Inspektorat 
Kabupaten/Kota ketika objek pengawasan dalam PKPT tersebut 
merupakan bagian dari objek pengawasan dari Inspektorat 
Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam 
bentuk MoU (Memorandum Of Understanding) yang ditandatangani oleh 
Inspektur Propinsi dan para Inspektur Kabupaten/Kota.134 
 
b. Melakukan Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan  
Kewenangan Inspektorat dalam hal ini merumuskan dan menyusun 
kebijakan pembinaan internal pemerintah daerah dalam hal ini SKPD di 
Sulawesi Selatan. Pembinaan dalam hal ini berupa fasilitasi merupakan 
bagian intergral dalam pengawasan internal di Sulawesi Selatan. Adapun 
                                                          
134
 Hasil Interview pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 pukul 13.22 Wita 
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beberapa program pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan sejak tahun 2010-2013, yakni: 
a) Program pembinaan internal tahun 2010 
Pembinaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dapat dirincikan sebagai berikut: 
1) Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran 
2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
3) Peningkatan disiplin aparatur 
4) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan 
keuangan 
5) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat 
pengawasan 
6) Pengembangan Standar dan Prosedur Pengawasan 
7) Peningkatan kapasitas dan intensitas pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 
8) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah 
9) Peningkatan intensitas dan responsibilitas penanganan pengaduan 
masyarakat 




11) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 
b) Program pembinaan internal tahun 2011 
Pembinaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dapat dirincikan sebagai berikut: 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar 
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
5) Program Peningkatan Kapasitas Samber Daya Aparatur 
6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 
Aparatar Pengawasan 
7) Pengembangan Standar dan Prosedur Pengawasan 
8) Pemantapan Pembudayaan Pengawasan dan Hasil-Hasil 
Pengawasan 
9) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 
10) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 
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11) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah 
12) Peningkatan Intensitas dan Responsitas Penanganan Pengaduan 
Masyarakat 
13) Program Pengembangan Sistem informasi Pengawasan 
c) Program Pembinaan Internal tahun 2012 
Pembinaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dapat dirincikan sebagai berikut: 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar 
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 
Aparatar Pengawasan 
7) Pengembangan Standar dan Prosedur Pengawasan 
8) Pemantapan Pembudayaan Pengawasan dan Hasil-Hasil 
Pengawasan 
9) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 
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10) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 
11) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah 
12) Peningkatan Intensitas dan Responsitas Penanganan Pengaduan 
Masyarakat 
13) Program Pengembangan Sistem informasi Pengawasan 
 
c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan  
Pemeriksaan merupakan bagian yang paling penting dalam 
pengawasan. Pemeriksaan merupakan tindakan hukum dari pengawasan. 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
pada hakikatnya berupa: pengusutan (audit), pengujian (reviu), dan 
penilaian tugas (evaluasi dan pemantauan). Dalam melakukan 
kewenangan pengawasannya, Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
diberikan fungsi audit, reviu, evaluasi dan pemantauan agar menghasilkan 
pengawasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan harus berbasiskan oleh Program Kerja Pengawasan Tahunan dan 
beberapa pengawasan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Adapun jenis dan objek pemeriksaan oleh Inspektorat Propinsi 
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Sulawesi Selatan secara lengkap dari tahun 2010-2013 dapat dilihat pada 
lampiran II skripsi ini. Secara singkat, jenis pemeriksaan dari Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a) Pemeriksaan Reguler 
Pemeriksaan yang menjadi agenda pengawasan tahunan dan 
dilaksanakan terhadap SKPD Propinsi Sulawesi Selatan. Pemeriksaan 
reguler merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dan 
berkelanjutan setiap tahun. Ruang lingkup pemeriksaan reguler terdiri 
atas: (1) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, (2) Aspek Keuangan dan 
Pembangunan, (3) Aspek Sumber Daya Manusia, dan (4) Aspek Sarana 
dan Prasarana. Adapun pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dilaksanakan pada beberapa unit-unit pemerintahan 
daerah sebagai berikut: 
1) Badan Pemerintahan Daerah sebanyak 13 badan pemerintahan 
tahun 2010, 14 badan pemerintahan tahun 2011, dan 13 badan 
pemerintahan tahun 2012. Adapun badan pemerinthan tersebut 
meliputi: 
a. Badan Kepegawaian Daerah 
b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 
c. Badan Ketahanan Pangan Daerah 
d. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah 
e. Badan Lingkungan Hidup Daerah 
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f. Badan Lintas Kabupaten dan Kota 
g. Badan Pemberd. Masyarakat Pemdes dan Kelurahan 
h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 
i. Badan Pendidikan dan Pelatihan 
j. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
k. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
n. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
2) Biro Pemerintahan, sebanyak 12 biro tahun 2010, 13 biro tahun 
2011, dan 13 biro tahun 2012. Adapun biro-biro pemerintahan 
tersebut meliputi: 
a. Biro Bina Kesejahteraan 
b. Biro Bina Mental dan Spiritual 
c. Biro Bina Nafza dan HIV/AIDS 
d. Biro Pembangunan 
e. Biro Bina Perekonomian 
f. Biro Hukum dan HAM 
g. Biro Humas dan Protokol 
h. Biro Kerjasama 
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i. Biro Organisasi dan Kepegawaian 
j. Biro Pemerintahan Daerah 
k. Biro Pemerintahan Umum 
l. Biro Pengelolaan Aset Daerah 
m. Biro Umum dan Perlengkapan 
3) Dinas Daerah, sebanyak 19 dinas tahun 2010, 18 dinas tahun 
2011, dan 19 dinas tahun 2012. Adapun dinas-dinas daerah 
tersebut meliputi: 
a. Dinas Bina Marga 
b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
c. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 
d. Dinas Kehutanan 
e. Dinas Kelautan dan Perikanan 
f. Dinas Kesehatan 
g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
h. Dinas Pemuda dan Olahraga 
i. Dinas Pendapatan Daerah 
j. Dinas Pendidikan 
k. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
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m. Dinas Perindustian dan Perdagangan 
n. Dinas Perkebunanan 
o. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
q. Dinas Sosial 
r. Dinas Tata Ruang dan Permukiman 
s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
4) Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemeriksaan ini dilaksanakan 
berdasarkan MoU antara Inspektur Propinsi dan para Inspektur 
Kab/Kota. Pemeriksaan ini dilaksanakan terhadap 14 
kabupaten/kota tahun 2010, 23 kabupaten/kota tahun 2011 dan 
2012. Adapun pemerintahan kabupaten/kota tersebut, meliputi: 
a. Kabupaten Bantang 
b. Kabupaten Barru 
c. Kabupaten Bone 
d. Kabupaten Bulukumba 
e. Kabupaten Enrekang 
f. Kabupaten Gowa 
g. Kabupaten Jeneponto 
h. Kabupaten Kepulauan Selayar 
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i. Kabupaten Luwu 
j. Kabupaten Luwu timur 
k. Kabupaten Luwu Utara 
l. Kabupaten Maros 
m. Kabupaten Pangkep 
n. Kabupaten Pinrang 
o. Kabupaten Sidrap 
p. Kabupaten Sinjai 
q. Kabupaten Soppeng 
r. Kabupaten Takalar 
s. Kabupaten Toraja Utara 
t. Kabupaten Wajo 
u. Kota Makassar 
v. Kota Palopo 
w. Kota Parepare 
5) Unit Pelaksana Teknis Daerah, Sekretariat dan Lembaga Strategis 
Lainnya. Adapun yang menjadi objek pemeriksaan dari Inspektorat 
meliputi: 
a. Akper Anging Mammiri 
b. Balkes Gigi Mulut, Kulit Kelamin, Unit Trans Darah 
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c. Perusahaan Daerah Propinsi Sulsel 
d. Kantor Penghubung Pemerintah 
e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi 
f. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah 
g. Rumah Sakit Bersalin Pertiwi 
h. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi 
i. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 
j. Rumah Sakit Umum Haji Makassar 
k. Rumah Sakit Sayang Rakyat 
l. Satuan Polisi Pamong Praja 
m. Sekretariat DPRD 
n. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
o. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 
b) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota 
Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal akhir masa jabatan 
Bupati/Walikota merupakan kewenangan dari Inspektorat Propinsi 
sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya 
Masa Jabatan Bupati/Walikota. Ruang lingkup pemeriksaan tersebut 
terdiri atas: (1) Kebijakan Daerah, (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, 
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(3) Pengelolaan Barang Daerah, dan (4) Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Adapun Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 
pemeriksaan terhadap bupati/walikota terhadap 10 kab/kota tahun 2010 
dan 1 kabupaten tahun 2012, berikut perincian daerahnya: 
a. Kabupaten Barru 
b. Kabupaten Maros 
c. Kabupaten Pangkep 
d. Kabupaten Gowa 
e. Kabupaten Luwu Timur 
f. Kabupaten Luwu Utara 
g. Kabupaten Soppeng 
h. Kabupaten Bulukumba 
i. Kabupaten Kepulauan Selayar 
j. Kabupaten Tana Toraja 
k. Kabupaten Takalar 
c) Pemeriksaan Dana Gratis 
Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan 
kepada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan karena merupakan 
kebijakan strategis dalam bidang pendidikan dan kesehatan gratis secara 
menyeluruh. Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pengawas 
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internal keuangan negara di bidang pemerintahan wajib melaksanakan 
kegiatan pengawasan dalam hal pemeriksaan dana gratis tersebut. 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan ini 
pada tahun 2011 dan 2011 dan adapun ruang lingkup pemeriksaan ini 
meliputi: 
1) Pendidikan Gratis, yaitu skema pembiayaan pendidikan dasar dan 
menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota 
2) Pelayanan Kesehatan Gratis, yaitu semua pelayanan kesehatan 
dasar di Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan 
rujukan di kelas III Rumah Sakit/Balai Kesehatan milik Pemerintah 
(Pusat dan Daerah) 
 
d) Pemeriksaan Khusus 
Pemeriksaan yang merupakan kewenangan dari Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat 
khusus dan non PKPT. Adapun ruang lingkup kegiatan pemeriksaan 
tersebut terbagi atas: 
1) Pemeriksaan Serah Terima Jabatan 
2) Pemeriksaan Badan/Dinas yang tidak termasuk dalam PKPT 




e) Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat 
Pemeriksaan terhadap kasus-kasus pengaduan oleh masyarakat  
atau pemeriksaan insidentil. Pemeriksaan ini hanya dilakukan oleh 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan ketika terdapat pelaporan atau 
pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut kemudian diidentifikasi 
sesuai kapabilitas kinerja dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
d. Penyelanggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah otonom dan 
pelaksana urusan otonomi daerah berwenang melakukan pengawasan 
atas penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya demi terciptanya Good 
Governance dan Clean Government. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai 
pejabat pengelola anggaran di pemerintahan daerah berwenang 
memerintahkan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya 
pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan ini dapat diklasifikasikan 
sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan atas 
perintah pimpinan atau permintaan pihak lain yang sifatnya insidentil. 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga teknis 
daerah dan kerangka SKPD pada hakikatnya bertanggung jawab kepada 
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Gubernur. Jadi, setiap penugasan yang berkaitan dengan pengawasan 
keuangan daerah dan pembinaan aparatur menjadi esensi kewenangan 
dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. 
 
3. Analisis Hukum Perbandingan Kewenangan Antara BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
Hukum pada hakikatnya mengenal terminologi tentang das sein 
dan das sollen, apa yang terjadi saat ini bukanlah menjadi patokan hukum 
yang seharusnya. Hukum yang berlaku secara positivis saat ini (ius 
constitutum) bukanlah menjadi cerminan hukum yang berlaku pada 
realitsnya (ius operatum) karena hukum bergerak secara dinamis ke arah 
keidealan sebuah hukum (ius constituendum). 
Penulis telah melakukan penelitian di Kantor Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun relasi ikhtisar hukum 
tersebut terhadap titik kewenangan substansial antara perwakilan BPKP 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan adalah berbicara tentang 
kewenangan yang sesungguhnya (substancial authority). Secara 
positivistik-legalistik, kewenangan antara perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan telah tertuang dalam peraturan 




Permasalahan yang sering muncul adalah kewenangan yang 
dilekatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut (ius constitutum) 
baik sebagian maupun seluruhnya belum di implementasikan pada 
kenyataannya (ius operatum) sehingga titik keidealan pengawasan 
internal ke depannya (ius constituendum) belum tercapai. Ketidaksesuaian 
antara hukum secara normatif dan yang berlaku empiris terjadi karena 
adanya ketidakjelasan hukum (distorsi hukum). Ketidakjelasan hukum 
tersebut dapat timbul apabila tidak ditentukan sama sekali dalam 
peraturan dan tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan. Dalam hal 
ini, kewenangan pengawasan internal antara Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan tidak dijelaskan secara tegas dalam 
peraturan perundang-undangan. Penegasan tersebut diartikan sebagai 
ruang lingkup (mekanisme, objek, pelaporan pengawasan, dan koordinasi) 
yang tidak secara frontal ditegaskan dalam peraturan perundang-
undangan. 
Pendekatan dalam ilmu hukum pada hakikatnya mengenal tentang 
pendekatan filosofis (law in idea) , pendekatan normatif (law in books), 
dan pendekatan empiris (law in action). Penelitian yang dilakukan oleh 
Penulis dalam hal ini merupakan penelitian kualitatif yang memadukan 
ketiga pendekatan tersebut sehingga penelitian ini berbasis pada tinjauan 
atau analisis hukum. Secara filosofis, keuangan negara merupakan aspek 
yang sangat penting dalam rangka menciptakan pembangunan di 
Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus 
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dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek 
efektif penyelenggaraan dan efisien penganggaran. Pada kenyataannya, 
pengelolaan keuangan negara cenderung tidak bertanggung jawab 
sehingga sangat rentan menimbulkan kerugian negara. Korupsi di 
kalangan pejabat pengelola atau kuasa anggaran saat ini seakan 
membudaya di sendi-sendi pemerintahan. Pengawasan atas pengelolaan 
keuangan negara merupakan agenda penting sebagai langkah preventif 
dalam inkonsistensi pertanggungjawaban keuangan negara. 
Konsepsi pengawasan tersebut secara normatif dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi yang kuat. 
Konsepsi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara ditandai 
dengan dibentuknya beberapa Badan Pengawas Keuangan Negara, 
diantaranya: BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi, dan 
Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Badan Pengawas Internal dan BPK 
sebagai Badan Pengawas Eksternal. Berdasarkan hasil penelitian empiris, 
khazanah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan 
nampaknya belum diimplementasikan secara efektif dan koordinatif antar 
para lembaga pengawas, khususnya Badan Pengawas Internal. Pada 
kenyataannya, konsepsi pengawasan yang termaktub dalam peraturan 
perundang-undangan masih belum cukup dalam memberikan 
pengawasan yang efektif. Menurut hemat penulis, kewenangan dan 
kedudukan yang sama serta koordinasi antar lembaga pengawas internal 
di setiap satuan pemerintah daerah merupakan alasan kurang optimalnya 
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aspek pengawasan internal dewasa ini, utamanya: Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. 
Penulis berdasarkan inkonsistensi sistem pengawasan tersebut 
akan membuktikan bahwa kewenangan antara perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan secara esensial sama dalam tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4.1 Perbandingan konsep pengawasan dengan program 
pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan 
No Konsep 
Pengawasan 
BPKP Inspektorat Prov 
1 Perencanaan Penyusunan Rencana 











1. Pemeriksaan : 
 Pengelolaan APBN, 
BMN, dan 
kekayaan negara 





strategis dan lintas 
sektoral 
 BUMN, BUMD, dan 




2. Pengusutan, berupa 
Audit Investigasi 
3. Pengujian, berupa: 
























4 Penugasan dari 
Stake Holder dan 
Pimpinan 
Stake Holder, Presiden 





Konsep pengawasan internal pemerintah dalam tabel tersebut 
secara komprehensif dimulai pada tahap Perencanaan, Pemeriksaan, 
Pembinaan, dan Penugasan dari pimpinan. Tabel tersebut membuktikan 
bahwa kewenangan pengawasan keduanya bersifat koheren dimana 
mencakup perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan bahkan 
penugasan dari pimpinan. Meskipun kewenangan BPKP dirincikan secara 
jelas dalam peraturan perundang-undangan dan Inspektorat Propinsi 
hanya dinyatakan dalam garis besar tetapi apabila secara titik 
kewenangan secara substansial keduanya relatif sama. 
 BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan pada tahap 
perencanaan, keduanya secara parsial membentuk standardisasi 
pedoman dan rencana strategis (renstra) pengawasan yang berbeda. 
Pasal 3 poin (a) Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-
286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP 
menyatakan BPKP berwenang dalam penyiapan rencana dan program 
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kerja pengawasan. Adapun rencana tersbut disusun dalam bentuk 
rencana strategis (renstra) atau program pengawasan dari BPKP 
ditentukan secara sentralistik di BPKP Pusat kemudian dilaksanakan dan 
disesuaikan oleh setiap Perwakilan BPKP di daerah Propinsi. 
Pasal 4 poin (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
Propinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan Inspektorat Propinsi 
berwenang dalam menyusun perencanaan program pengawasan. Dalam 
menentukan program pengawasan terlebih dahulu diadakan Koordinasi 
Pengawasan Daerah (Korwasda) kemudian hasil dari Korwasda tersebut 
dirapatkan bersama secara nasional dalam Koordinasi Pengawasan 
Nasional (Korwasnas). Hasil dari Korwasnas tersebut berupa Program 
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, dilaksanakan dan 
disesuaikan oleh setiap perwakilan BPKP yang sebelumnya dituangkan 
dalam Surat Keputusan Gubernur tiap Propinsi Tentang PKPT dalam 
periode satu tahun. 
Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan pada hakikatnya sama secara substansial yakni berupa 
Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, Penilaian laporan hasil 
pengawasan. Pasal 3 Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-
286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP 
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menyatakan tentang jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh BPKP 
dalam tahap pemeriksaan berupa: Pasal 3 poin (b) tentang Pengelolaan 
APBN, BMN, dan kekayaan negara, Pasal 3 poin (c) tentang Pengelolaan 
APBD, BMD, dan kekayaan negara, Pasal 3 poin (d) Tugas Pemerintahan 
yang strategis dan lintas sektoral, Pasal 3 poin (f) tentang Pengawasan 
terhadap BUMN, BUMD, dan badan lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan pemerintah. Pasal 3 poin (9) menyatakan tentang 
Pengusutan yang dilakukan berupa Audit Investigasi juga melakukan dan 
pada Pasal 3 poin (k) tentang Pengujian terhadap Evaluasi LAKIP dan 
Pelaksanaan Good Governance serta melakukan penilaian laporan hasil 
pengawasan  
Pasal 4 poin (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
Propinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan oleh Inspektorat Propinsi 
berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, 
dan penilaian tugas pengawasan. Meskipun hanya ditegaskan sebatas 
main authority (kewenangan utama) tetapi pengawasan substansial yang 
dilakukan juga terdiri atas: Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan 
Penilaian tugas pengawasan. 
Pembinaan internal yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat 
Propinsi sebagai aparat pengawas internal adalah pengawasan  terhadap 
penyelenggaraan SPIP dan mewujudkan Good Governance tidak hanya 
berfungsi sebagai watch dog tetapi lebih mengedepankan fungsi 
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consultant dan quality assurer berupa proses pembinaan dan fasilitasi 
internal pemerintah.  
Pasal 3 poin (e) Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-
06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan 
BPKP menyatakan BPKP berwenang untuk melakukan evaluasi atas 
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah. 
Sedangkan Pasal 4 poin (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 
Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Inspektorat 
Propinsi berwenang dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan. Pada realitasnya juga dapat berupa evaluasi laporan 
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 
Pengawasan oleh perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan juga secara hukum dapat melakukan pengawasan 
dalam hal penugasan dari pimpinan. Pasal 49 ayat (2) pada poin (b) dan 
(c) menyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan internal terhadap 
akuntabilitas keuangan negara terhadap kegiatan berdasarkan pada poin 
(b) tentang penugasan dari kebendaharaan umum negara berdasarkan 
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan 
pada poin (c) tentang kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No.12 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 9 
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Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Propinsi Sulawesi 
Selatan menyatakan bahwa Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
melakukan urusan pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta membantu Gubernur 
Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan umum berdasarkan 
penugasan lain dari Gubernur. Meskipun BPKP tidak secara langsung 
diberikan penugasan dari Gubernur tetapi sebagai instansi vertikal dalam 
hal ini Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah 
sehingga secara tidak langsung Presiden dengan tembusan kepada 
Gubernur melakukan penugasan kepada perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan.  
Komparasi konsep pengawasan tersebut telah memaparkan secara 
sistematis dan komprehensif mengenai titik substansial kewenangan 
antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Sulawesi Selatan berdasarkan 
keteraturan yuridis. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan dan 
kedudukan perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
adalah sama tetapi aspek koordinasi yang urgentif pada kenyataannya 
belum terbangun. Secara struktural ketatanegaran, aspek 
pertanggungjawaban keduanyapun akan bermuara kepada Presiden. 
Apabila terdapat 2 macam laporan pengawasan di suatu daerah terhadap 
pengelolaan keuangan negara di daerah maka keakuratan pengawasan 
atas pengelolaan keuangan negarapun akan berjalan tidak efektif. 
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Analisis kualitatif yang dimaksud oleh Penulis tidak hanya sebatas 
perbandingan konsepsi pengawasan diatas melainkan secara detail 
terdapat beberapa komparasi kualitatif yang mampu menjamak empirisasi 
sistem pengawasan antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan melalui variabel-variabel komparatif sebagai berikut: 
a. Dasar Hukum Kewenangan 
Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting bagi 
pemerintahan karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya 
ketika kewenangan tesebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Asas Legalitas (legalitet beginselen) tidak hanya dikenal dalam hukum 
pidana tetapi dalam kajian hukum tata negara, asas ini merupakan salah 
satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan 
dan negaranya, khususnya di Indonesia yang bersimbolkan sebagai 
negara hukum (law state). Ketentuan hukum memiliki peranan penting 
khususnya dalam mengidentifikasi dasar pembentukan dan kewenangan 
sebuah lembaga negara. Dalam hal ini, BPKP sebagai lembaga non 
kementerian dan Inspektorat Propinsi sebagai lembaga teknis daerah 
memiliki dasar hukum yang berbeda dan melandasi pembentukan. 
Adapun kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut secara 
substansial hampir sama yakni sebagai lembaga pengawas internal. 
BPKP dan Inspektorat Propinsi adalah sebuah lembaga negara 
yang dasar pembentukannya tidak ditegaskan dalam konstitusi sehingga 
ketika terjadi sengketa kewenangan bukan menjadi objek pemeriksaan 
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(objectum litis) dari Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 
24C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik 
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum’’.  
Kewenangan yang berasal dari konstitusi merupakan pelimpahan 
kewenangan secara atributif. Sedangkan kewenangan yang diperoleh 
oleh Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
merupakan pelimpahan kewenangan yang bersifat mandat dari Presiden 
dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam 
Algemene Bepalingen Van Administratif Recht menyatakan bahwa Atribusi 
wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) 
menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Sedangkan 
dalam Algemene wet Bestuusrecht menyatakan bahwa mandat 
merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ 
lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya. 
Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H (Dosen Mata Kuliah Sengketa 
Kewenangan Lembaga Negara Fakultas Hukum Unhas) menyatakan tidak 
ada mekanisme baku untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga 
negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Konstitusi. Terkhusus 
untuk ranah eksekutif bisa diselesaikan oleh Presiden selaku pemegang 
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utama kekuasaan eksekutif melalui kesepakatan bersama atau MoU135 
Penulis menyajikan perbandingan dasar hukum substansial yang 
melandasi pembentukan dan tata kerja Perwakilan BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 





Dasar Hukum Substansial 
1 BPKP a. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP 
b. Keppres No. 31 Tahun 1983 Tentang BPKP 
c. Keppres No.103 Tahun 2001 Tentang 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non-departemen 
d. Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Keenam Atas 
Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-
286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Perwakilan BPKP 
2 Inspektorat Prov a. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP 
b. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
c. Permendagri No.64 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Propinsi Dan Kabupaten/Kota 
d. Perda Sulsel Nomor 9 tahun 2008 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis 




                                                          
135
 Hasil Interview Penulis pada hari Jumat, 29 Nopember 2013 Pukul 09.12 Wita 
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b. Kedudukan Hirarkis Ketatanegaraan dan Pertanggungjawaban 
Kewenangan 
Konsep kedudukan hirarkis ketatanegaraan dan pola 
pertanggungjawaban kewenangan pengawasan internal oleh perwakilan 
BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan dapat dianalisis dengan bagaimana mekanisme pengelolaan 
keuangan negara dari pusat hingga daerah, meliputi kedudukan pejabat 
pengelola anggaran negara dan lembaga pengawas internal yang dapat 
digambarkan dalam bagan berikut: 
 
Bagan III. Alur Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara 
Bagan tersebut menyatakan bahwa kedudukan Presiden dan DPR 
adalah melakukan koordinasi dalam menetapkan APBN setiap tahun 
anggaran. Presiden dalam tatanan eksekutif dan secara atributif bertindak 
156 
 
selaku pemegang kekuasaan pemerintahan serta memegang 
kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan karena setiap 
penyelenggaraan negara mutlak memerlukan anggaran yang wajib 
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Presiden membentuk sebuah 
manajemen yang mengawasi pengelolaan anggaran negara dalam 
kesatuan internal pemerintahan atau dikenal dengan istilah pengawasan 
internal. 
DPR selaku lembaga legislatif dilekati fungsi penganggaran yakni 
dalam hal penyusunan dan penetapan APBN serta pengawasan atas 
pelaksanaan APBN sebagai wujud akuntabilitas keuangan negara dan 
kedaulatan rakyat di bidang perekonomian. Oleh karena itu, dalam 
menjamin terlaksananya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan 
negara DPR juga membentuk badan pengawasan yang tidak terikat 
secara sturktural dengan lembaga pemerintahan yang kemudian dikenal 
dengan pengawasan eksternal. 
Pengawasan internal dan eksternal merupakan sebuah 
konsekuensi logis atas pengawasan pengelolaan keuangan negara yang 
sangat berlapis-lapis. Pengawasan internal dilaksanakan oleh suatu 
badan yang dikenal dengan BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat 
Propinsi, dan Inspektorat Kota/Kabupaten sedangkan pengawasan 
eksternal secara parsial dilaksanakan oleh BPK. Permasalahan 
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selanjutnya adalah tentang kedudukan antara Badan Pengawas tersebut 
baik secara internal maupun eksternal yang sangat riskan terjadi sengketa 
kewenangan bahkan mekanisme pengawasan ganda yang akan 
mengurangi keakuratan hasil pengawasan. 
Sengketa kewenangan antara badan pengawasan tersebut paling 
riskan terjadi antar sesama Badan Pengawas Internal, karena kedudukan 
dan mekanisme pengawasan yang sangat berlapis-lapis mulai dari 
pemerintah pusat hingga daerah yang dijalankan oleh beberapa badan 
pengawasan internal karena relatif memilki kewenangan yang sama. 
BPKP sebagai lembaga non kementerian selain berkedudukan di 
pemerintah pusat juga secara vertikal membuka cabang pengawasan di 
setiap daerah otonom yang menjangkau keteraturan pengawasan dari 
Propinsi hingga Kabupaten/Kota.  
BPKP di daerah otonom dikenal dengan Perwakilan BPKP pada 
hakikatnya memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama  dengan 
Inspektorat Propinsi. Inspektorat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di 
Kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini 
adalah Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan.  
Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
secara struktural berkedudukan di Propinsi Sulawesi Selatan. Apabila 
ditinjau dari pelaporan kinerjanya secara hirarkis maka Perwakilan BPKP 
bertanggungjawab kepada Presiden sedangkan Inspektorat Propinsi 
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bertanggungjawab kepada Gubernur. Kedudukan Gubernur menjadi hal 
yang sangat penting dalam rangka pengelolaan keuangan di daerah 
propinsi.  
Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah 
secara administratif dan pelaksana utama dari otonomi daerah. Terkait 
dengan pengawasan keuangan daerah, Pasal 1 poin (10) Peraturan 
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
menyatakan bahwa pemegang pengelolaan kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah.  
Adapun yang dimaksud keseluruhan pengelolaan keuangan daerah 
telah termaktub dalam Pasal 1 poin (6) Peraturan Pemerintah No. 58 
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal yang perlu 
digarisbawahi dalam ketentuan tersebut adalah pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah berada di tangan kepala daerah. 
Keuangan daerah yang dimaksud adalah dana perimbangan, dana 
dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. Sebagai wakil pemerintah 
pusat di daerah, Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan 
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sebagai pelaksana utama otonomi daerah Gubernur juga 
bertanggungjawab atas pelaksanaan dana perimbangan, berupa Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Transfer. Pada intinya, 
Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan segala penerimaan dan 
pengeluaraan daerah. Oleh karena itu sebagai mandatarians Gubernur, 
Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi sangat membantu 
pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Gubernur  
Pertanggungjawaban dari pengawasan keuangan daerah yang 
dilakukan baik dari perwakilan BPKP maupun Inspektorat Propinsi pada 
asasnya harus dilaporkan kepada Gubernur mengingat ruang lingkup 
pengawasan yang dibebankan kepada Gubernur, begitupun Inspektorat 
Kabupaten/Kota yang juga secara hirarkis hanya bertanggungjawab 
kepada Bupati/Walikota. 
Perwakilan BPKP, meskipun secara hirarkis 
pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden, tetapi pendekatan 
normatif yakni Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan 
Yang Baik (AAUPB atau Algemene Beginslen Van Behorlijk Bestuur), 
yakni asas kepatutan dan kebijaksanaan maka perwakilan BPKP juga 
wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur dalam 
kedudukannya sebagai wakil presiden di daerah otonom.  
Inspektorat Kabupaten/Kota juga yang secara hirarkis hanya 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota tetapi berdasarkan 
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pendekatan normatif dan asas kepatutan dan kebijaksanaan antar 
pemerintah tersebut maka Inspektorat Kabupaten/Kota juga melaporkan 
kepada Gubernur dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan 
otonomi daerah. 
Pelaporan pengawasan pada entitasnya akan bermuara kepada 
Presiden, tetapi dalam lingkup daerah otonom pola pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan daerah akan bermuara kepada Gubernur. Bagan 
tersebut secara hirarkis menegaskan bahwa Gubernur dalam hal ini 
memiliki korelasi struktural kepada Presiden dalam hal 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya 
dalam bidang pengawasan keuangan. Pertanggungjawaban kepada 
pemerintah dalam rangka penyelanggaraan pemerintah daerah, ditujukan 
kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. 
Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Gubernur dapat 
dipolakan menjadi 3 bagian, yakni: 
a) Pertanggungjawaban kepada pemerintah 
b) Pertanggungjawaban kepada DPRD 
c) Pertanggungjawaban kepada masyarakat 
c. Objek Pengawasan 
Objek pengawasan merupakan aspek penting dalam menilai 
kapabilitas dan limitasi wilayah pengawasan antara BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Penulis akan menyajikan 
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secara sistematis bagaimana objek pengawasan olkedua instansi tersebut 
di Sulawesi Selatan pada kenyataannya sebagai berikut: 
Tabel 4.3. Perbandingan Objek Pengawasan antara Perwakilan BPKP 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
 
No Pengawas Internal Objek Pengawasan 
1 Perwakilan BPKP a) 25 SKPD, yang meliputi SKPD Propinsi 
dan Kabupaten/Kota, termasuk 30 
RSUD, Dinas Daerah, Badan 
Pemerintahan, dan Lembaga Strategis 
Lainnya 
b) 34 Badan Usaha, meliputi: 5 BUMN dan 
29 BUMD 
 
2 Inspektorat Propinsi 25 SKPD, yang meliputi SKPD Propinsi 
dan Kabupaten/Kota, termasuk: 
a) 14 Badan Pemerintahan 
b) 13 Biro Pemerintahan 
c) 19 Dinas Daerah 
d) 14 UPT, Sekretariat, RSUD, dan 
Lembaga Strategis lainnya 
 
 Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Instansi 
Vertikal pada hakikatnya mengawasi badan/institusi yang terdapat di 
Propinsi Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaan kinerjanya 
menggunakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta 
dapat membatu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan 
berdasar aspek desentralisasi melalui Bagian Akuntabilitas Pemerintah 
Daerah. Hal inipun secara langsung dinyatakan oleh Wahyu Utomo 
(Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Pengawasan 
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Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan)136. Penulis telah 
melakukan pengolahan data penelitian dan menyatakan bahwa objek 
pengawasan internal oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan 
meliputi 25 SKPD, 30 RSUD, 29 BUMD, dan 5 BUMN.  
Begitupun objek pengawasan dari Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada tahun 
2010-2012137 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No.12 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan No. 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain 
Propinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan melaksanakan urusan di bidang pengawasan 
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
Penulis telah menganalisis dan mengklasifikasikan objek pengawasan 
Inspektorat berdasarkan LAKIP dan Keputusan Gubernur Sulawesi 
Selatan Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan sejak Tahun 2010-
2012, yakni: 25 SKPD termasuk 14 Badan Pemerintahan, 13 Biro 
Pemerintahan, 19 Dinas Daerah, dan 14 UPT , Sekretariat, RSUD dan 
Lembaga Strategis lainnya. 
Sumber pendanaan menentukan apakah yang menjadi objek 
pengawasan dari perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi 
                                                          
136
  Hasil Interview Penulis pada Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2013 
137
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2012 Hlm. 6 
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Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, keduanya melaksanakan 
pengawasan terhadap sumber pendanaan berbasis asas desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan tudas pembantuan Dana Desentralisasi atau 
perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang 
berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil 
pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang 
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Tugas 
Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan 
oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan 
Sengketa kewenangan dapat timbul apabila objek pengawasannya 
sama dan dilakukan pada waktu yang sama. Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan pada kenyataannya berjalan secara 
parsial meskipun terdapat beberapa koordinasi tetapi tidak bersinggungan 
dengan mekanisme pemeriksaan atau pengawasan teknis sehingga 
kemungkinan tersebut belum disadari terjadi saat ini. Kemungkinan 
terjadinya mekanisme ganda (double mechanism) pengawasan antara 
Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi paling memungkinkan terdapat 
di 25 SKPD di Sulawesi Selatan.  
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Penulis menyajikan beberapa objek pengawasan yang sama dan 
dilaksanakan dengan kewenangan yang sama dan untuk keterangan lebih 
jelas dapat dilihat pada lampiran II skripsi ini, adapun beberapa objek 
tersebut meliputi: 
a) Pada tahun 2010-2012, Perwakilan BPKP secara efektif 
mengadakan pendampingan dalam hal penyusunan LKPD di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Begitupun, Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan secara efektif mengadakan pemeriksaan reguler 
sejak tahun 2010-2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
pemeriksaan tersebut juga termasuk pembinaan internal dalam hal 
ini penyusunan LKPD. 
b) Pada tahun 2010-2011, Audit kinerja pelayanan kesehatan 
dilakukan oleh perwakilan BPKP terhadap beberapa Dinas 
Kesehatan daerah dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. 
Begitupun, Inspektorat Propinsi mengadakan pengawasan atas  
pelayanan kesehatan gratis di seluruh SKPD secara reguler , 
termasuk Dinas Kesehatan Daerah. 
c) Pada tahun 2010-2012, Audit kinerja program BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah) dilakukan oleh Perwakilan BPKP di Dinas 
Pendidikan Daerah. Begitupun, Inspektorat Propinsi Selatan secara 
rutin melakukan pengawasan dana pendidikan gratis di seluruh 
SKPD se-Sulawesi Selatan. 
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d) Pada tahun 2010-2012, Audit kinerja Peningkatan Ketahanan 
Pangan dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan 
terhadap beberapa kabupaten/koa, termasuk Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura. Begitupun, Inspektorat Propinsi 
yang secara efektif melakukan pengawasan reguler di Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura sejak tahun 2010-2013.  
 
d. Program Kerja Pengawasan 
Program Kerja Pengawasan merupakan pengejewantahan atau 
aktualisasi atas kewenangan pengawasan yang diberikan kepada sebuah 
Badan Pengawas. Penulis sebelumnya telah menyajikan sebuah analisis 
hukum bahwa terdapat beberapa persamaan antara Perwakilan BPKP 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan baik dari segi kewenangan, 
kedudukan, pola pertanggungjawaban, dan objek pengawasan.  
Program kerja pengawasan berkaitan dengan tindakan 
pengawasan yang telah direncanakan oleh Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Sulawesi Selatan dalam jangka waktu satu tahun di Sulawesi 
Selatan. Kewenangan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-
undangan bersifat pasif dan abstrak, dan untuk membuat kewenangan 
tersebut menjadi aktif dan konkret maka diadakan sebuah program kerja 
pengawasan yang berbasis pada kewenangan secara positivis tersebut. 
Perencanaan Program kerja pengawasan secara parsial disusun 
oleh masing-masing baik Perwakilan BPKP maupun Inspektorat Propinsi. 
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Dalam rangka mendeteksi adanya kewenangan yang relatif sama, maka 
Penulis menyajikan perbandingan program pengawasan  dilakukan oleh 
kedua institusi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.4 Perbandingan Program Kerja Pengawasan Antara 




BPKP Inspektorat Prov 
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c) Pengawasan atas 
Proyek PHLN 




e) Pengawasan atas 
Kinerja BUMD 
f) Audit Hambatan 
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4 Penugasan dari 




Menteri Keuangan, dan 
Stake Holder meliputi 
bidang:  
a. Perekonomian 
b. Polsoskam,  









Tabel tersebut pada entitasnya menyatakan bahwa program kerja 
pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP dijelaskan secara 
tegas dan lugas sedangkan Inspektorat Propinsi hanya dijelaskan secara 
umum. Penulis telah mengkalisifikasikan secara sistematis kedua program 
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kerja pengawasan baik Perwakilan BPKP maupun Inspektora Propinsi 
Sulawesi Selatan pada tabel tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, 
penulis menyatakan program kerja dapat disatukan tetapi ada yang 
ditegaskan secara jelas dan ada yang ditegaskan secara tersirat. 
Berdasarkan beberapa variabel kualitatif tersebut, yakni Komparasi 
Dasar Hukum, Kedudukan Hirarkis Ketatanegaraan, Objek Pengawasan 
dan Program Kerja Pengawasan sebelumnya membuktikan bahwa 
terdapat kesamaan secara substansial antara perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. Hal inipun sangatlah rentan 
menimbulkan sengketa kewenangan antara Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana sengketa tersebut 
akan muncul maka secara analisis hukum kualitatif perlu dijabarkan 
bagaimana filosofi dari pembentukan perwakilan BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Pengawas Internal. 
Secara pendekatan filosofis, ide dasar dan konsepsi urgentif 
dibentuknya lembaga pengawasan internal adalah adanya kecenderungan 
penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana adagium dari Lord Acton yang 
menyatakan bahwa “power tends to corrupt and absolute power will 
corrupt absolutely. Khususnya untuk kekuasaan dalam pengelolaan 
keuangan negara, ketika pemerintah atau pejabat pengelola anggaran 
dilekatkan kewenangan secara sah berdasarkan hukum maka akan 
tercipta kekuasaan pemerintahan dimana berpeluang untuk 
disalahgunakan oleh karena itu dibentuk sebuah badan pengawas. 
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Kecenderungan yang dimaksud dalam hal ini adalah kecenderungan yang 
dilakukan oleh aktor atau pejabat pengelola anggaran. 
Apabila menggunakan Penalaran hukum perbandingan 
(Argumentum Per Analogiam) bisa juga dijabarkan bahwa Badan 
pengawaspun sebagai lembaga pengawas atas penyalahgunaan tersebut 
dapat menyalahgunakan kewenangannya. Kecenderungan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah sistem pengawasan yang masih bersifat 
tidak jelas. Apabila terdapat mekanisme pengawasan yang kurang jelas 
(sistem hukum) maka kecenderungan dari tata laksana pengawasannya 
secara empirispun akan tercipta penyalahgunaan. 
Lawrence M.Friedman mengatakan terdapat 3 aspek utama dalam 
sistem hukum, yakni Substansi Hukum (Law Substance) , Penegak 
Hukum (Law Enforcement) dan Budaya Hukum (Legal Culture). Sistem 
hukum pada hakikatnya harus berjalan tegak , apabila terdapat subsistem 
yang tidak terlaksana maka hukum akan berpeluang untuk 
disalahgunakan. Begitupun adagium dari Lord Acton yang tidak bisa 
menafikan bahwa dalam institusi pemerintahan tersebut menimbulkan 
kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan baik dari sistem hukum  
maupun aktornya. Meskipun substansi hukumnya dibuat secara baik 
apabila budaya hukumnya tidak sesuai maka akan tercipta penegakan 
hukum yang kurang baik, begitupun sebaliknya. Ketiga aspek tersebut 
harus berjalan seirama guna mencapai titik keidealan hukum 
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Suzanne La Follete, American Politician and Feminist mengatakan 
bahwa hukum baru dirasakan kehadirannya ketika terjadi sebuah 
konflik138. Meskipun realitasnya bahwa penyalahgunaan tersebut belum 
terjadi tetapi berdasarkan penafsiran dari Suzanne maka hukum 
(sengketa) baru dapat dirasakan kehadirannya ketika terjadi sebuah 
konflik. Upaya hukum di Indonesia mayoritas dilakukan secara represif, 
tetapi perbaikan sistem hukum yang merupakan aspek preventif terkadang 
diabaikan. 
Konsepsi-konsepsi hukum tersebut akan pada realitasnya terjadi 
dalam kasus antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kedua instansi 
tersebut menyatakan untuk saat ini sengketa kewenangan antara 
perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan belum terjadi 
tetapi terdapat kecenderungan kedepannya untuk bersengketa ketika 
sistem hukum pengawasan tidak diperbaharui dan dimuat dalam satu 
payung hukum bersama tidak seperti saat ini yang cenderung terpisah-
pisah. Agenda lain yang memungkinkan adalah dengan diadakannya 
upaya preventif kedua instansi tersebut berupa dibuatnya MoU bersama. 
  
                                                          
138
 Achmad, Ali. Op.Cit Hlm. 474 
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B. Koordinasi Pengawasan Internal Antara Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan 
Koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka 
hubungan institusional. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh sebuah 
lembaga negara ketika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut 
membutuhkan keterlibatan dari lembaga lain bahkan merupakan sebuah 
kewajiban apabila kewenangan dari beberapa lembaga tersebut memiliki 
koherensi secara substansial.  
Penulis telah menyajikan secara komprehensif beberapa 
kewenangan substansial dari Perwakilan BPKP dan Propinsi Sulawesi 
selatan. Berdasarkan analisis hukum, Penulis menyatakan bahwa secara 
substansial kedudukan dan kewenangan antara Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi pada entitasnya sama. Objek dan program kerja 
pengawasan keduanya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah (LAKIP) keduanya juga pada hakikatnya sama apabila 
diklasifikasikan secara konseptual. Penulis juga sebelumnya menyatakan 
bahwa pelaksanaan kinerja pengawasan baik dari Perwakilan BPKP 
maupun Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara parsial. 
Permasalahan mendasar selanjutnya adalah ketika kedudukan, 
kewenangan, objek pemeriksaan dan program pengawasan yang secara 
substansial dan konseptual sama maka sangat riskan menimbulkan 
sebuah sengketa kewenangan. Oleh karena itu, sebagai langkah preventif 
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atas timbulnya permasalahan tersebut maka prinsip koordinasi antara 
kedua lembaga tersebut harus dibangun secara tegas dalam sebuah 
Memorandum Of Understanding (MoU) yang mengayomi nota 
kesepahaman tentang koordinasi pengawasan antara perwakilan BPKP 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. 
Wahyu Utomo, (Ketua Bagian Program Perencanaan dan 
Pelaporan Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan) mengatakan 
bahwa terdapat beberapa koordinasi antara Perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan meskipun secara yuridis tidak 
dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman. Adapun koordinasi tersebut 
berupa Forum Besar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (FORBES 
APIP), Evaluasi Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah (EKPPD) , dan 
Pengembangan Kualitas Auditor Internal dan Pelaksanaan SPIP.139 
Zulfikar, (Auditor bagian Inspektur Pembantu Wilayah II di 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan) mengatakan bahwa pada 
hakikatnya belum terdapat koordinasi yang dituangkan dalam bentuk MoU 
antara Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan tetapi 
secara tidak langsung terdapat beberapa koordinasi, diantaranya 
pelaksanaan SPIP, FORBES APIP, Pengembangan Kualitas Auditor 
Internal, dan Joint Audit (Audit Bersama).140 
                                                          
139
  Hasil Interview pada hari Senin, Tanggal 2 Desember 2013 pukul 15.35 Wita 
140
 Hasil Interview pada hari Selasa,  26 September 2013 pukul 10.20 Wita 
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Koordinasi sangat penting dilakukan oleh perwakilan BPKP 
Propinsi Sulawesi Selatan karena adanya kesamaan dari segi 
kewenangan pengawasan internal. Saat ini, Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan telah mengadakan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota 
se Sulawesi Selatan. Ketika Inspektorat Propinsi telah mengadakan 
koordinasi, lantas mengapa perwakilan BPKP selaku Kesatuan Badan 
Pengawas Internal di Propinsi Sulawesi selatan belum mengadakan 
koordinasi antar sesama badan pengawasan internal. 
Hamka, (Aparat Operasional Bagian Perencanaan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan) mengatakan bahwa Inspektorat Propinsi setiap 
tahun mengadakan koordinasi pengawasan dengan Inspektorat 
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam bentuk MoU 
sebuah program pengawasan tahunan di Sulawesi Selatan yang 
ditandatangani oleh Inspektur Propinsi Sulawesi Selatan dan para 
Inspektur Kabupaten/Kota. Koordinasi tersebut berisi rincian tugas-tugas 
pengawasan di daerah kabupaten/kota setiap tahun yang dilimpahkan 
penugasannya dari Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Propinsi 
Sulawesi Selatan.141 
 Koordinasi antara badan pengawasan intenal adalah sebuah 
agenda yang sangat penting mengingat urgensi diadakan pengawasan 
tersebut. Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek strategis 
dalam meningkatkan  pembangunan di setiap sendi kehidupan di 
                                                          
141
 Hasil Interview pada hari Rabu,  27 September 2013 pukul 14.02  Wita 
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Indonesia. Oleh karena itu, agar menjamin terlaksananya pengelolaan 
keuangan negara secara bertanggungjawab maka secara berkala 
diadakan sebuah pengawasan. Pengawasan sangat erat dikaitkan dengan 
terminologi pemeriksaan. Koordinasi pemeriksaan juga merupakan hal 
yang paling penting dalam mekanisme pengawasan agar tidak 
menimbulkan hasil pemeriksaan yang ganda. Pemeriksaan ganda tanpa 
koordinasi sesungguhnya akan mengaburkan akurasi hasil pengawasan 
utamanya ketika pemeriksaan diadakan pada objek dan waktu yang 
sama. 
Rizal (Auditor Bagian Investigasi Perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan) mengatakan bahwa Perwakilan BPKP tidak pernah 
mengadakan audit bersama (joint audit) dalam hal pemeriksaan. 
Perwakilan BPKP hanya melakukan investigasi apabila terdapat 
permintaan dari Kejaksaan atau Kepolisian, misalnya: dalam kasus 
investigasi di Luwu Timur142. Dalam hal ini, Penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa koordinasi perwakilan BPKP selama ini hanya 
dilakukan atas permintaan Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal Luwu 
Timur juga merupakan objek pemeriksaan dari Inspektorat Propinsi dan 
Inspektorat Kabupaten/Kota. 
Koordinasi secara yuridis wajib dilaksanakan baik dari Perwakilan 
BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. Secara struktur 
keorganiasasian keduanya memilki pejabat operasional dan fungsional. 
                                                          
142
 Hasil Interview pada hari Jumat,  22 September 2013 pukul 15.42  Wita 
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Koordinasi sebelumnya dilakukan secara internal institusi terlebih dahulu 
dinama pejabat operasional pada umumnya menyusun dan menyiapkan 
bahan koordinasi yang kemudian dilaksanakan oleh pejabat fungsional. 
Setelah mengadakan koordinasi secara internal institusi maka koordinasi 
dilanjutkan secara eksternal institusional antara kedua badan pengawasan 
tersebut dimana yang melaksanakan secara langsung terkait koordinasi 
tersebut adalah pejabat fungsional sedangkan pejabat operasional hanya 
mengurus permasalahan administrasi dan bahan koordinasi. 
Perwakilan BPKP memiliki Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 
dan Bidang Investigasi sebagai pejabat operasional dan sumber daya 
auditor sebagai pejabat fungsional. Bidang Akuntabilitas Pemerintah 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program 
dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah 
serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan 
evaluasi hasil pengawasan. Sebagai instansi vertikal,  Pengawasan atas 
permintaan dari daerah pada hakikatnya memerlukan koordinasi dari 
pihak perwakilan BPKP dan daerah dalam hal ini Inspektorat Propinsi atau 
Inspektorat Kabupaten/Kota. Sehingga aspek koordinasi dalam bidang 
akuntabilitas pemerintah daerah sangat penting meskipun terdapat 
beberapa koordinasi dari struktural keorganiasisan perwakilan BPKP 
tetapi tidak secara intens dilakukan mayoritas bersifat kasuistis. 
Bidang Investigasi perwakilan BPKP juga memiliki peranan sangat 
penting karena pemeriksaan merupakan hal yang perlu dikoordinasikan 
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baik dari objek yang diawasi maupun lembaga pengawas lain yang 
berwenang atas objek tersebut dalam hal ini Inspektorat. Investigasi yang 
dilakukan oleh perwakilan BPKP saat ini bersifat sepihak dan apabila 
ditinjau dari urgensi pemeriksaan maka pelaksanaannya sebenarnya 
harus dilaksanakan dengan multi koordinasi. Selain Bidang Akuntabilitas 
Pemerintah Daerah dan Bidang Investigasi, perwakilan BPKP juga 
memiliki sumberdaya auditor sebagai pejabat fungsional di bidangnya. 
Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal struktural 
keorganisasian yang bersinggungan langsung dengan fungsi koordinasi 
adalah Sekretariat (Subbagian Perencanaan) dan Inspektur Pembantu 
sebagai pejabat operasional dan Sumber Daya Auditor sebagai pejabat 
fungsional. Sekretariat dalam hal ini Subbagian Perencanaan memiliki 
tugas dalam pengoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan 
fasilitasi. 
Inspektur Pembantu memiliki salah satu fungsi dan rincian tugas 
yang menegaskan bahwa Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan berfungsi 
untuk perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan 
bertugas dalam merencanakan dan menyiapkan bahan pengusulan dan 
bahan koordinasi pengawasan. Selain itu, koordinasi secara langsung 
dilakukan oleh pejabat fungsional yakni para sumberdaya auditor di 
lingkungan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan. 
Suganda, S.E. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian) menyatakan 
bahwa adanya kelemahan dari sistematika pengawasan internal 
177 
 
seharusnya dapat ditaktisi dengan pembuatan Undang-Undang Tentang 
Pengawasan secara umum143. Penulis sebenarnya sangat sependapat 
dengan pernyataan tersebut mengingat pengawasan keuangan negara 
saat ini hanya ditegaskan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 
Tentang Keuangan Negara. 
Berdasarkan beberapa hasil wawancara terkait pelaksanaan 
koordinasi kewenangan antara Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dan struktur keorganisasian yang memiliki peranan 
langsung dan tidak langsung dalam hal koordinasi kewenangan, meskipun 
dalam hal koordinasi investigasi tidak pernah mengadakan koordinasi, 
Penulis menyimpulkan terdapat beberapa prinsip koordinasi antara 
perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai 
berikut: 
1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 
Amanat yang dapat dipetik dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom berhak, berwenang, 
dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan 
Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya 
                                                          
143
 Hasil Interview Penulis Pada Hari Senin, 19 Nopember 2013 Pukul 13.23 Wita 
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saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah 
yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.  
Pencapaian hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku 
penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan 
melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas 
kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas 
umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam 
keteraturan tersebut.  
Pemerintah di sisi lain berkewajiban mengevaluasi kinerja 
pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang 
diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah 
direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk 
menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya 
peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan 
penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata 
kepemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan 
penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom 
baru (EDOB). EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan 
hasil EKPPD menunjukan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun 
berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonom baru 
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dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan penyiapan 
kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
  Pasal 1 poin (13) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan 
bahwa EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara 
sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-
aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. 
EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan 
keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan 
kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber 
informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. 
Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan 
sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem 
informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan 
Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. 
EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran 
kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah 
EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja 
mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.  
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Pasal 1 poin (21) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan 
bahwa Tim Daerah EPPD adalah tim yang membantu gubernur selaku 
wakil Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pemerintahan 
kabupaten/kota di wilayah provinsi.  
Pasal 11 poin (21) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
menyatakan bahwa Tim Daerah EPPD terdiri atas: 
1. Gubernur selaku penanggungjawab; 
2. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota; 
3. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap 
anggota; 
4. Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota; 
5. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota; 
6. Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan 
7. Pejabat daerah lainnya.   
Pendekatan pasalistik dapat dinyatakan bahwa prinsip koordinasi 
antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan dalam 
hal ini tercipta ketika dibentuk sebuah tim daerah EPPD bersama 
beberapa instansi lain. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatajan 
bahwa Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah EPPD, gubernur 
membentuk Sekretariat Tim Daerah EPPD yang berkedudukan di 
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Inspektorat Wilayah Provinsi. 
Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan 
bahwa Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam 
wilayah provinsi setiap tahun. EKPPD meliputi pengukuran kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota, penentuan 
peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
kabupaten, dan kota dalam wilayah provinsi. Tim Daerah EPPD dalam 
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 
dan kota melaksanakan:  
a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota  dengan 
cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan 
pemerintahan kabupaten dan kota; 
b. penilaian dan penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara membandingkan 
kinerja antar pemerintahan kabupaten dan kota; 
c. penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja untuk setiap 
urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan 
kabupaten dan kota. 
d. penentuan peringkat dan status pemerintahan kabupaten dan kota. 
e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan 




f. penyampaian hasil pelaksanaan EKPPD kepada pemerintahan 
kabupaten dan kota yang dievaluasi sebagai umpan balik, dan 
g. pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD kepada masyarakat. 
Evaluasi dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan indikator 
kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan 
menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat 
digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas 
pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah 
dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Tim 
Daerah EPPD dilaporkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri. Hasil evaluasi ini dimanfaatkan Presiden sebagai bahan 
pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi 
daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu 
daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar 
kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan pemerintahan daerah. 
2. Pengembangan Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP) di Sulawesi Selatan 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan aparat 
yang secara langsung melakukan pengawasan internal kepada semua 
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objek pengawasan. Kualitas APIP merupakan cerminan dalam 
menentukan kualitas hasil pengawasan. Oleh karena itu, sebuah 
kewajiban ketika semua aparatur pengawasan tersebut dibina agar 
tercipta APIP yang berkualitas. 
Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan 
secara kelembagaan pada hakikatnya tidak hirarkis tetapi dalam lingkup 
kesatuan auditor internal di Propinsi Sulawesi Selatan, perwakilan BPKP 
Propinsi Sulawesi Selatan bertindak sebagai pembina auditor Internal 
pemerintah di Sulawesi Selatan. Hal ini sebenarnya telah tertuang dalam 
salah satu program kinerja dari perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi 
Selatan yakni Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Tata Kelola 
APIP daerah dimana pada tahun 2012 perwakilan BPKP mengadakan 
pengembangan APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, 
Luwu, Barru, Toraja Utara, Soppeng, Gowa, Bone, Bulukumba dan Kota 
Parepare. 
Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan pada hakikatnya mengayomi 
segala aspek pengembangan APIP di Sulawesi Selatan, termasuk 
Inspektorat Propinsi. Pada tahun 2010, perwakilan BPKP Propinsi 
Sulawesi Selatan mengadakan Sosialisasi Peraturan Kepala BPKP Nomor 
Per-12/K/JF/2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor. Sosialisasi 
ditujukan untuk Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan di Makassar. Sosialiasi tersebut dapat dikatakan 
sebagai bentuk pengembangan dan pembinaan sumber daya auditor. 
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Hal yang perlu ditegaskan selanjutnya adalah dalam 
pengembangan kualitas auditor ini yang menjadi Project Officer dalam 
program pengembangan ini sesungguhnya terletak pada inisiatif 
Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara, BPKP 
bertindak sebagai narasumber/pemateri dalam hal pendidikan dan 
pembinaan bagi auditor. Hal ini dapat dilihat ketika diadakan 
pengembangan APIP di Balai Diklat Propinsi yang merupakan salah satu 
bagian dari Inspektorat Propinsi. 
Pengembangan auditor internal juga senada dengan konsepsi 
salah satu misi yang diperjuangkan oleh perwakilan BPKP Sulawesi 
Selatan, yakni mengembangkan kapasitas pengawasan internal 
pemerintah yang profesional dan kompeten. Kapasitas pengawasan 
internal dalam hal ini dimaksudkan dengan kualitas APIP. Tujuan esensial 
dari perwakilan BPKP ini pada hakikatnya ditetapkan dalam rangka 
perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah 
yang dapat mendukung perwujudan pemerintahan yang baik, bersih dan 
kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan 
APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar 
APIP. Namun, efektifitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak 
yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya masing-masing. Sinergisitas tersebut dapat 
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tersalurkan dengan pengembangan kualitas auditor internal oleh BPKP 
kepada Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 
3. Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah 
Sistem Pengendalian Internal (SPIP) pada hakikatnya adalah 
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
SPIP dilaksanakan secara keseluruhan di lingkungan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. 
Substansi utama dari SPIP secara yuridis tertuang dalam Pasal 3 
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah, dimana meliputi beberapa aspek, 
yakni: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan 
Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan 
Pengendalian Internal. Aspek koordinatif antara perwakilan BPKP dan 
Inspektorat Propinsi dapat dijabarkan terkait dengan pelaksanaan unsur-
unsur SPIP poin (5) yakni pemantauan pengendalian internal. 
Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa 
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untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian 
Internal maka dilakukan Pengawasan Internal atar penyelenggaaan dan 
fungsi internal pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan 
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP dan Inspektorat 
Propinsi sebagai lebaga pengawas internal secara normatif diamanatkan 
untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan SPIP di Sulawesi 
Selatan. 
SPIP di Sulawesi Selatan sesungguhnya telah dilaksanakan di 
seluruh sendi pemerintahan daerah, yakni sebanyak 25 kabupaten/kota 
dan Propinsi telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
SPIP.144 Pelaksanaan yang tersebar secara menyeluruh tersebut sudah 
patut dilaksanakan pengawasan agar tercipta efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah berbasis SPIP. 
Koordinasi antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi dapat 
dilihat dalam hal pengawasan atas penyelenggaraan SPIP di Sulawesi 
Selatan. Dimana  Perwakilan BPKP selain bertindak sebagai pengawas 
juga diamanatkan untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan 
SPIP yang kurang efektif sedangkan Inspektorat Propinsi hanya 
diamanatkan untuk melakukan pengawasan semata. 
Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa 
Pembinaan atas penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. Perwakilan 
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 LAKIP BPKP Tahun 2012 Hlm.vii 
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BPKP dalam melakukan pembinaan, dapat melaksanakan Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Monitoring atas pelaksanaan SPIP di 
seluruh sendi pemerintahan daerah. Dalam hal pengawasan internal , 
Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi dapat melakukan penilaian 
atas keefektifan penyelenggaraa SPIP berupa audit, reviu, evaluasi, dan 
monitoring. Koordinasi antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan akan tercipta ketika pengawasan dan pembinaan atas 
penyelenggaraan SPIP.   
4. Forum Besar Aparat Pengawasan Internal (FoRBeS APIP) 
Forum Besar Aparat Pengawasan Internal, yang selanjutnya 
disingkat dengan ForBeS APIP merupakan sebuah wadah bagi seluruh 
APIP baik di daerah maupun pusat. FoRBeS APIP adalah sebuah forum 
nasional yang mewadahi APIP secara keseluruhan. ForBes APIP 
beranggotakan aparat pengawas internal dari BPKP dan Inspektorat se 
Indonesia. 
ForBes APIP merupakan sebuah pertemuan rutin yang 
diagendakan baik di tingkat daerah oleh pimpinan APIP daerah mupun 
secara nasional. ForBes APIP telah melakukan kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat bagi APIP berupa seminar, lokakarya, diskusi, semiloka, studi 
banding dan kajian-kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan. ForBes APIP juga telah berperan meningkatkan efektifitas 
pengawasan intern pemerintah melalui beberapa saran dan rekomendasi 
kepada instansi terkait. Hal tersebut dilakukan dalam upaya perbaikan 
188 
 
sistem karir auditor APIP agar dapat mendorong peningkatan integritas, 
indenpendensi obyektifitas dan kompetensi APIP. 
ForBes APIP khusus yang melibatkan perwakilan BPKP Propinsi 
dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan terakhir pada 
akhir September tahun 2013, dimana pertemuan APIP tersebut 
dilaksanakan se-Sulawesi di Makassar. Forum tersebut dihadiri oleh Wakil 
Ketua Komisi XI DPR RI, Itjen Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala 
BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku 
Penanggung Jawab Satgas PP SPIP Pusat, Inspektur 
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi, Badan Kepegawaian Daerah se-
Sulawesi, Perwakilan BPKP se-Sulawesi, Kepala Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pengawasan BPKP, dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Auditor Adapun hasil dari pertemuan tersebut berupa: 
1. Pimpinan Daerah mengalokasikan anggaran untuk Inspektorat 
minimal 1% dari APBD. 
2. Keandalan SPI menjadi dasar dari pemberian opini dari BPK atas 
Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Oleh karenanya 
implementasi SPIP hendaknya menjadi komitmen, teladan 
pimpinandan niat baik seluruh pejabat dan pegawai Instansi 
Pemerintah. 
3. Pimpinan APIP akan meningkatkan kapabilitas APIP se-Sulawesi 
yang saat ini masih berada di level 1 (Initial) minimal menjadi level 2 
(Infrastructure) sehingga APIP mampu menjamin proses 
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penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan dan dapat 
mendeteksi dan mencegah tindak penyimpangan terhadap 
ketentuan. 
4. Untuk memenuhi kebutuhan formasi auditor, para Pimpinan APIP 
se-Sulawesi mengharapkan agarsegera dilakukan pemenuhan 
kebutuhan auditor untuk melaksanakan beban kerja APIP dan 
mengusulkan agarpengangkatan perpindahan dalam Jabatan 
Fungsional Auditor (JFA) melalui Inpassing/Perlakuan Khusus di 
lingkungan APIP diperpanjang. 
5. Pimpinan APIP akan meningkatkan kualitas dan kompetensi 
Auditor secara berkelanjutan145. 
Koordinasi antara perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi Selatan dalam ForBes APIP tersebut secara garis besar tidak 
memuat adanya koordinasi dalam hal pemeriksaan bersama (joint audit) 
yang merupakan esensi utama dalam pelaksaanaan prinsip koordinasi 
kewenangan pengawsan internal. 
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 Diana, 2013. Pimpinan APIP Se-Sulawesi Sepakat Tingkatkan Kapabilitas 
Auditor. (http://www.bpkp.go.id/berita/read/11063/25/Pimpinan-APIP-Se-Sulawesi-
Sepakat-Tingkatkan-Kapabilitas-Auditor.bpkp diakses pada Rabu, 27 September 2013 




SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
 Berdasarkan penjabaran secara eksploratif dan komprehensif 
sebelumnya, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kewenangan Pengawasan Internal antara BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi secara hukum menyatakan bahwa titik 
kewenangan substansial atas pengawasan internal keduanya sama 
apabila ditinjau berdasarkan kedudukan hirarkis ketatanegaraan, 
objek pengawasan, dan program kerja pengawasan. Adapun dasar 
hukum kewenangan keduanya tidak bermuara pada satu payung 
hukum yang sama sehingga riskan terjadi kewenangan yang saling 
tumpang tindih (over lapping). 
2. BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan secara 
implementatif tidak pernah mengadakan koordinasi dalam hal 
pemeriksaan (investigasi) bersama. Koordinasi hanya sebatas 
berikut: (a) Koordinasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (EPPD), (b) Pengembangan Kualitas Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan, (c) 
Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 






Berbasis pada hasil penelitian yang telah membuktikan adanya 
inkonsistensi kewenangan antara perwakilan BPKP dan Inspektorat 
Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan 
beberapa hal berikut: 
1. Kewenangan antara Perwakilan BPKP dan Inspektorat Propinsi 
Sulawesi selatan dapat ditegaskan secara lebih komparatif dan 
substantif paling tidak melalui sebuah nota kesepahaman 
(Memorandum Of Understanding) yang merincikan batasan-
batasan kewenangan dan prinsip koordinasi pengawasan internal. 
Kesepakatan ini dipimpin oleh Presiden dalam wujud iternal review 
atas kinerja keduanya. Mengingat Presiden merupakan kepala 
pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan dalam pengelolaan 
keuangan negara. Adapun hasil pengawasan BPKP dan 
Inspektorat secara tidak langsung akan bermuara kepada Presiden. 
2. Prinsip koordinasi yang kurang terhadap kewenangan yang sama 
sesungguhnya melambangkan prinsip uncheck and unbalances 
(saling mengawasi dan mengimbangi). Penulis merekomendasikan 
bahwa dalam nota kesepahaman memuat sistematika dan prinsip 
koordinasi, khususnya koordinasi investigatif tidak seperti saat ini 
yang dilaksanakan secara parsial melainkan koordinatif sehingga 
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LAMPIRAN I. Ikhtisar Kegiatan Pengawasan Internal Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan Tahun 2010-2012 
No Program Tahun Keterangan 





Audit Kinerja Peningkatan 
Ketahanan Pangan terhadap 15 
Kab/Kota 
Audit Kinerja Peningkatan 
Ketahanan Pangan terhadap 15 
Kab/Kota 
 
 Audit Kinerja Program 
Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan di 8 Pemda 









 Pembinaan Inventarisasi Barang 
Milik Negara (BMN) Dinas 
Perikanan Dan Kelautan dan 
Badan Pengembangan SDM 
Kementerian Pertanian di 9 
Kab/kota 
 Penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD dan Satuan Kerja Non-
Vertikal Tertentu di Kementerian 
Pekerjaan Umum 5 pemkab dan 
pemprov Sulsel 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Kemenakertrans pada Kanwil 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Propinsi Sulawesi Selatan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Dinas Tenaga Kerja , Badan 
Pusat Statistik, dan Dinas 











Audit operasional penerimaan 
negara pada Kemenakertrans  
Audit Operasional Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) di 
Badan Pusat Statistik Makassar 
 Audit Operasional PNBP  di 
BMKG dan instansi terkait 
 Monitoring hasil pengawasan di 
Kementerian Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, Pekerjaan Umum 
serta Kementerian Perumahan 









- - Evaluasi Anggaran DIPA pada 









Audit kinerja Program 
Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan di Dinas Pekerjaan 
Umum 10 Kab/kota di Propinsi 
Sulsel 
 Audit kinerja Program 
Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan di Dinas Pekerjaan 
Umum 10 Kab/kota di Propinsi 
Sulsel 
 Reviu atas rencana 
pembangunan gedung di 
Kemenkeu 
 Evaluasi penyerapan 
anggaran DIPA 
 Inventarisasi Produksi 
Penjualan, PNBP, dan Mineral 
dan Batubara 
 Audit Kinerja Program 
Peningkatan Fasilitas 
Penempatan dan Perlindungan 
TKI Sulsel 
 Audit Operasional progress 





6 Pengawasan atas 
Proyek PHLN 
Audit terhadap program 
pembangunan yang dibiayai dari 
dana PHLN 
Audit terhadap program 
pembangunan yang dibiayai dari 
dana PHLN 
Audit terhadap program 
pembangunan yang dibiayai dari 
dana PHLN 
Audit 





 Audit Dana Dekonsentrasi dari 
Perpustakaan Propinsi dan Dinas 
Sosial Sulsel dan Sulbar. 
 Audit Kinerja Manajemen dan 
Evaluasi bidang pendidikan oleh 
Kementerian Agama Propinsi 
Sulsel 
 Evaluasi Program KB oleh 
BKKBN 
 Audit Kinerja Pelayanan 
Kesehatan di RSUD dan Dinas 
Kesehatan Daerah 
 Audit Kinerja Program BOS KITA 
di Dinas Pendidikan Kabupaten 
 Audit Dana Dekonsentrasi dari 
Perpustakaan Propinsi dan 
Dinas Sosial Sulsel dan 
Sulbar. 
 Audit Kinerja Manajemen dan 
Evaluasi bidang pendidikan 
oleh Kementerian Agama 
Propinsi Sulsel 
 Audit Kinerja Pelayanan 
Kesehatan di RSUD dan Dinas 
Kesehatan Daerah 
 Audit Kinerja di Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
 Audit Kinerja program raskin di 
Gowa 
 Monitoring Prioritas 
Pembangunan Nasional (UKP-
4) di Kementerian Koperasi 
dan UKM, Kementerian 
Agama, Kemendiknas, 
Kemensos, dan BPN 
 Monitoring program strategis 
pengawasan penerimaan 
siswa baru pada Dinas 





 Pengawasan lintas 
sektoral bidang 
Polsoskam 
-  Audit dana dekonsentrasi di 
Perpustakaan Nasional, Dinas 
Tata Ruang, dan Dinas Cipta 
Karya, Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Sulsel dan Dinas 
Sosial Sulbar 
 Audit operasional program 




BOS di 9 Pemda, Dinas 
Pendidikan 




-  Audit Operasional Bantuan 
Raskin pada Kementerian 
Kesejahteraan Rakyat 
Sulawesi Selatan dan Barat 
 Monitoring Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan 
Nasional di Kementerian 
Pertanian pada 12 kab dan 3 
Dinas Pendidikan kab/kot 
 Audit Kinerja Program Raskin 
kab. Gowa 
 Monitoring Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan 
Nasional di Kementerian 
Koperasi dan UKM, Kemenag, 
Kemendiknas, Kemensos dan 








Penyusunan LKKL di 
Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi, 
dan Satuan kerja dekonsentrasi 
lainnya di Sulawesi Selatan 
 Penyusunan LKKL di 
Kemenkumham, Kejaksaan 
Tinggi, dan Satuan kerja 
dekonsentrasi lainnya di 
Sulawesi Selatan 
 Inventarisasi dana 
dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan di Kementerian 
Kesehatan 
 Reviu Laporan Keuangan 
Dana Dekonsentrasi di 
Kemensos 
 Evaluasi penyerapan 
anggaran DIPA 
 Audit Dana Dekonsentrasi 
terhadap pembangunang 
Gedung Pengadilan, Rumah 
Sakit Pendidikan UIN, dan 
Kantor BPN Bulukumba 
 Reviu dan Evaluasi Laporan 





10 Pengawasan atas 
penerimaan negara 
Bidang Polsoskam 
Audit atas PNBP dari pemanfaatan 
asset embarkasi haji di 
Kementerian Agama Sulawesi 
Selatan 
Audit operasional atas PNBP 
dari Kantor Imigrasi Makassar 
dan Mamuju, Asrama Haji di 
Kemenag Sulsel, dan 
Kemenhub Laut Sulsel 
 Monitoring tindak lanjut hasil 
pengawasan di Kemenkes, 
Kemenkokesra, Kemendiknas, 
Kemensos, BPN, Dan dinas-
dinas di Sulsel 








 Evaluasi pelayanan TKI di Kantor 
Imigrasi Makassar dan Pare-pare 
 Audit pengadaan rumah dan 
pemukiman 
 Audit operasional atas survey 
pemahaman dan penggunaan 
LPG 
 Evaluasi penyelenggaraan 
ibadah haji di Kanwil Kemenag 
Sulsel 
 Reviu atas rencana 
pembangunan gedung negara 
oleh KPUD, Kantor Imigrasi, 
Kantor Balai Teknis Kesehatan 
Audit Operasional 






 Monitoring pembangunan LAPAS 
yang dibiayai Kemenkumham 
Sulsel 
 Evaluasi dokumen pengadaan 
alat penelitian kedokteran di 
Unhas 
Lingkungan 
 Audit Kinerja BOK Kemenkes 
Sulsel 
12 Pengawasan atas 
permintaan 
Bendahara Umum 
Negara Bidang  
Keuangan Daerah 
Monitoring pengelolaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana 
Transfer lainnya pada 10 kab/kota 
dan Propinsi Sulsel dan Sulbar 
Verification Advance Payment 
terhadap DAK terhadap 
pemerintah propinsi Sulsel dan 5 
kab/kot di Sulawesi Barat serta 
Monitoring DAK dan Dana 
Transfer lainnya di 8 Pemda 
 Evaluasi penyerapan APBDdi 
7 Pemda 
 Audit/Monitoring/Optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah di 
Pare-pare 
 Monitoring DAK dan Dana 









- Evaluasi atas hubungan 
program/kegiatan prioritas 
pembangunan antara pemda 
dan pusat 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) di 6 
Pemda serta Bimbingan Teknis 
evaluasi LAKIP di Bone 
Evaluasi dan 
Pembinaan 




Penyusunan Profil Pemerintah 
Propinsi Sulawesi Selatan Dan 
Barat 




dan Sosialiasasi  Penerapan 
Sistem Informasi Keuangan 
Daerah, Sistem Informasi Barang 
Milik Daerah, Sistem Informasi 
Keuangan Daerah, Penyusunan 
Sistem dan Standar Akuntansi 
serta Reviu LKPD dan Sosialisasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Dan Inventarisasi Barang Milik 
Daerah 
Evaluasi/Analisis Kinerja Serta 
Sosialisasi Penyusunan APBD, 
Pelaksanaan Urusan Pemda, 
dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Evaluasi atas proses 
penyusunan dan penetapan 
APBD, Asistensi Penyusunan 
LKPD, Asistensi Reviu LKPD 
tahun 2011 pada APIP, 
Sosialisasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Asistensi 









Analisis kinerja keuangan Pemda, 
Evaluasi penyusunan APBD dan 
AKIP, Kajian Current Issues dan 
Pengadaan Barang dan Jasa oleh 
APIP 
 Evaluasi kinerja 
penyelenggaraan Pemda dan 
AKIP 
 Audit/Monitoring/Optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah 
 Audit operasional Pasar 
Tradisional Maros 
 Supervisi dan Monitoring 
Pencegahan Korupsi atas 








Pemprov Sulsel dan Kota 
Makassar 
 Asistensi peningkatan 
kapabilitas APIP pada 
Pemkab Bantaeng dan Lutim 
serta Pemprov Sulsel 




 Evaluasi keselarasan RKPD dan 
RKP serta RPJMD dan RPJMN 
dan laporan penyelenggaraan 
Pemda  
 Audit Kerja Pelayanan Pemda 
 Audit pelayanan bidang 
pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah di 
Kab. Jeneponto dan Polman 
 Audit kinerja pelayanan 
Pemda 
 Evaluasi kinerja 
penyelenggaraan Pemda 
 Pendampingan penyusunan 
LAKIP dan TAPKIN 










 Sosialisasi SPIP terhadap 12 
kabupaten dan propinsi Sulsel 
dan Sulbar 
 Bimbingan Teknis SPIP pada 2 
kabupaten 
 Sosialisasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah, SPIP, 
SPIP Oleh Perwakilan APIP, 
Pedoman Audit PBJ Pada 
APIP, dan Juklak AKIP Pada 
APIP 
 Bimbingan Teknis 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah Dan SPIP 
 Bimbingan Teknis 
Penyusunan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang 
Penyelenggaraan SPIP  
 Monitoring dan Bimbingan 
Teknis Perbaikan 
Implementasi SPIP 
 Asistensi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
 Pemetaan atas penerapan 
SPIP 
Pembinaan 






 Evaluasi GCG dan KPI Pada PT. 
Pelindo IV 
 Sosialisasi BLUD pada Rumah 
Sakit Umum Daerah 
 Sosialisasi dan Manajemen Aset 
BUMD 
 Bimbingan Teknis Corporate 
Plan/ Bussiness Plan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) 
 Bimbingan Teknis Penyusunan 
Persyaratan Administratif di 
RSUD 
 Evaluasi GCG PT Pelabuhan 
Indonesia IV 
 Bimbingan Teknis ke PT 
Pelabuhan Indonesia IV 
 Sosialisasi KPI pada PDAM 
Gowa 
 Audit/Kaji Ulang Audit Intern 
pada PT Bank Sulsel Tahun 
Buku 2008 
 Reviu terhadap BPYDS 
 Evaluasi Rencana 
Penerimaan Bantuan Mesin 
Dan Peralatan pada PT. 
 Sosialisasi GCG pada PDAM 
kota Palopo 
 Bimbingan Teknis penerapan 
GCG pada PDAM Palopo 
 Assesment Penerapan GCG 
pada PT. Pelindo IV Makassar 
 Sosialisasi KPI pada PTPN 
XIV (Persero) 
 Sosialisasi GCG pada PT. 




 Bimbingan Teknis Sistem 
Informasi Akuntansi pada PDAM 
Gowa dan PT. Pos Indonesia 
Perkebunan Nusantara XIV 
 Inventarisasi BMN KKKS 
Kanwil XV DJKN Makassar 
 Survey Kepuasan Pelanggan 
Vendor pada PT. Pelabuhan 
Indonesia 
 Review Pengadaan Barang 
dan Jasa Pt. Pelabuhan 
Indonesia 
20 Pengawasan atas 
Kinerja BUMD 
 Audit Kinerja BUMD pada 16 
PDAM di Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Barat, PT. Bank Sulsel 
dan PT. BPR Handayani Cipta 
Sejahtera 
 Audit Keungan BUMD pada 16 
PDAM di Sulawesi Selatan dan 
PT. Bank Sulsel 
 Sosialisasi Corporate Plan di 
PDAM Pinrang 
 Sosialisasi pemenuhan 
persyaratan adminstratif pada 
19 RSUD kab/kota/propinsi 
 Audit Kinerja pada 16 PDAM 
si Sulawesi Selatan dan Barat 
 
 Audit Kinerja pada 18 PDAM 
si Sulawesi Selatan dan Barat 
 Evaluasi kinerja pengelolaan 
BLUD pada 2 RSUD 
 Audit Kinerja Perusahaan 
keuangan daerah 
 Sosialisasi pemenuhan 
persyaratan adminstratif pada 
2 RSUD kab/kota/propinsi 
 Reviu dan verifikasi pos 
pendanaan pegawai, serta 










Updating profil RSU/D, BUMN/D 
dan Badan Usaha Daerah lainnya 
di Sulawesi Selatan dan Barat 




Sosialisasi program anti korupsi di 
Kota Pare-Pare 
Sosialisasi program anti korupsi 
di Kabupaten Pinrang dan 
koordinasi hasil pengawasan 
Sosialisasi program anti korupsi 






Fraud Control Plan 
(FCP) 
Diagnostic, Implementasi dan 
Sosialisasi FCP terhadap 43 orang 
staf Pemprov Sulsel dan 
Kabupaten/Kota 
Diagnostic, Implementasi dan 
Sosialisasi FCP terhadap 145 
orang di Polres Gowa dan 
RSUD Pare-Pare 
 Sosialisasi FCP di Dinas 
Kesehatan dan Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Pare-
Pare 
 Diagnostic Assesment dan 





24 Hasil Kajian 
Pengawasan 
Komunikasi dan Koordinasi 
investigasi pengawasan 
Penelaahan peraturan atas 
Pengenaan Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada RSUD Sidrap. 
Kajian peraturan perundang-
undangan yang berindikasi 
korupsi 
Reviu 





Audit HKP ,Eskalasi dan Klaim di 
beberapa Pemda 
Audit HKP ,Eskalasi dan Klaim 
di beberapa Pemda 
Audit HKP ,Eskalasi dan Klaim di 
beberapa Pemda 
Audit 







Audit Investigasi, Perhitungan 
Kerugian Negara dan Pemberian 
Keterangan Ahli atas Permintaan 
Instansi Penyidik sebanyak 107 
laporan 
Audit Investigasi, Perhitungan 
Kerugian Negara dan 
Pemberian Keterangan Ahli atas 
Permintaan Instansi Penyidik 
sebanyak 92 laporan 
Audit Investigasi, Perhitungan 
Kerugian Negara dan Pemberian 
Keterangan Ahli atas Permintaan 
Instansi Penyidik sebanyak 95 
laporan 
Audit 
27 Audit Investigasi 
atas permintaan 
investigasi lainnya 
Audit Investigasi atas permintaan 
investigasi lainnya sebanyak 12 
laporan 
- Audit Investigasi atas 
permintaan investigasi sebanyak 
1 laporan di Sengkang 
Audit 
28 Sosialisasi dan 
Bimtek Penerapan 
JFA APIP daerah 
Sosialisasi Penerapan JFA pada 
Inspektorat Propinsi Sulawesi 
Selatan dan Barat 
- Bimbingan teknis penerapan 
JFA pada Inspektorat Kota Pare-
Pare dan Bimbingan Teknis 
pembinaan JFA pada 
Inspektorat Kab. Pinrang 
Pembinaan 
29 Sosialisasi dan 
Bimtek Penerapan 
Tata Kelola APIP 
daerah 
Pemetaan kapabilitas APIP di 
Sulawesi Selatan 







- - Dilaksanakan pada Inspektorat 












2010 2011 2012 
1 Pemeriksaan Reguler BADAN PEMERINTAHAN 
  
 
Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah 
  
 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas 
  
 
Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah 
  
 
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah 
  
 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah 
  
 
Badan Lintas Kabupaten dan Kota Badan Lintas Kabupaten dan Kota Badan Lintas Kabupaten dan Kota 
  
 
Badan Pemberd. Masyarakat Pemdes dan Kelurahan Badan Pemberd. Masyarakat Pemdes dan Kelurahan Badan Pemberd. Masyarakat Pemdes dan Kelurahan 
  
 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 
  
 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
  
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan 
  
 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
  
 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
  
 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
  
 






Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Kesejahteraan 
  
 
Biro Bina Mental dan Spiritual Biro Bina Mental dan Spiritual Biro Bina Mental dan Spiritual 
  
 
Biro Bina Nafza dan HIV AIDS Biro Bina Nafza dan HIV AIDS Biro Bina Nafza dan HIV AIDS 
  
 
Biro Bina Pembangunan Biro Bina Pembangunan Biro Bina Pembangunan 
  
 
Biro Bina Perekonomian Biro Bina Perekonomian Biro Bina Perekonomian 
  
 
Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM 
  
 
Biro Humas dan Protokol Biro Humas dan Protokol Biro Humas dan Protokol 
  
 
Biro Kerjasama Biro Kerjasama Biro Kerjasama 
  
 
Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian 
  
 





Biro Pengelolaan Aset Daerah Biro Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Umum 
  
 
Biro Umum dan Perlengkapan Biro Pengelolaan Aset Daerah Biro Pengelolaan Aset Daerah 
  
 






Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga 
  
 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
  
 
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 
  
 
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan 
  
 
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 
  
 
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 
  
 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
  
 
Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 
  
 
Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah 
  
 
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 
  
 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
  
 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
  
 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
  
 
Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan 
  
 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
  
 
Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Dinas Sosial Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
  
 
Dinas Sosial Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Sosial 
  
 
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman 
  
 






Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantaeng 
  
 
Kabupaten Bone Kabupaten Barru Kabupaten Barru 
  
 
Kabupaten Enrekang Kabupaten Bone Kabupaten Bone 
  
 
Kabupaten Jeneponto Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba 
  
 
Kabupaten Luwu Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang 
  
 
Kabupaten Pinrang Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa 
  
 





Kabupaten Sinjai Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar 
  
 
Kabupaten Takalar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu 
  
 
Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur 
  
 
Kabupaten Wajo Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara 
  
 
Kota Makassar Kabupaten Maros Kabupaten Maros 
  
 
Kota Palopo Kabupaten Pangkep Kabupaten Pangkep 
  
 
Kota ParePare Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang 
  
 
  Kabupaten Sinjai Kabupaten Sidrap 
  
 
  Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai 
  
 
  Kabupaten Takalar Kabupaten Soppeng 
  
 
  Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja 
  
 
  Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara 
  
 
  Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo 
  
 
  Kota Makassar Kota Makassar 
  
 
  Kota Palopo Kota Palopo 
  
 
  Kota ParePare Kota ParePare 
  
 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH , SEKRETARIAT DAN LEMBAGA STRATEGIS LAINNYA 
  
 
Akper Anging Mammiri Akper Anging Mammiri Akper Anging Mammiri 
  
 
Balkes Gigi Mulut, Kulit Kelamin, Unit 
Trans Darah Perusahaan Daerah Prov.Sulsel 




Kantor Perhubungan Pemerintah Kantor Penghubung Pemerintah Kantor Penghubung Pemerintah 
  
 
Perusahaan Daerah Prov.Sulsel Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Perusahaan Daerah Prov.Sulsel 
  
 
Rumah Sakit Bersalin Pertiwi Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi 
  
 
Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Rumah Sakit Khusus Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah 
  
 
Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Rumah Sakit Khusus Daerah 
  
 
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang 
Baji Rumah Sakit Umum Haji Makassar Rumah Sakit Sayang Rakyat 
  
 
Rumah Sakit Umum Haji Satuan Polisi Pamong Praja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 
  
 
Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Rumah Sakit Umum Haji Makassar 
  
 
Sekretariat DPRD Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Satuan Polisi Pamong Praja 
  
 
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah   Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 
  
 





    








Bupati/Walikota Kabupaten Barru   Kabupaten Takalar 
  
 
Kabupaten Maros     
  
 
Kabupaten Pangkep     
  
 
Kabupaten Gowa     
  
 
Kabupaten Luwu Timur     
  
 
Kabupaten Luwu Utara     
  
 
Kabupaten Soppeng     
  
 
Kabupaten Bulukumba     
  
 
Kabupaten Kepulauan Selayar     
  
 
Kabupaten Tana Toraja     




Masyarakat PM PM PM 
 6 Pemeriksaan Tertentu PM PM PM 
 
 
 
